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ABSTRAK

Skripsi ini betjudul “Analisis Hukum IslamTerhadap Putusan Pengadilan
Agama Pasuruan Nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA. Pas tentang gugatan istri atas
kelalaian suami menafkahi keluarga di luar perceraian”.

Penelitian ditujukan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu tentang
prosedur penyelesaian putusan penyelesaian perkara nomor
0602/Pdt.G/2009/PA Pas, dasar hukum yang diambil oleh majelis hakim PA.
Pasuruan dalam memutus perkara nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas dan analisis
hukum Islam terhadap putusan hakim PA. Pasuruan nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas
tentang gugatan istri atas kelalaian suami menafkahi keluarga di luar perceraian.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan
mengumpulkan  salinan putusan pengadilan agama Pasuruan Nomor:
0602/Pdt.G/2009/PA.Pas. kemudian melakukan wawancara kepada hakim
pengadilan agama Pasuruan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam
memahami isi putusan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif
yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai dokumen putusan
pengadilan agama Pasuruan dan hasil wawancara. Selanjutnya hasil penelitian
dianalisis dengan metode  verifikatif yaitu melakukan penilaian dengan
menyesuaikan hasil keputusan hakim terhadap teori hukum positif (KHI) dan hukum
Islam.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di pengadilan agama Pasuruan bahwa
seorang wanita yang masih berstatus belum bercerai dengan suaminya mengajukan
gugatan kelalaian suami menafkahi keluarganya selama 2 tahun kepada pengadilan
agama Pasuruan. sesuai dasar hukum yang digunakan majelis hakim, hasil putusan
menyatakan bahwa tergugat harus membayar nafkah lampau istri selama 1 tahun
serta nafkah anak untuk selanjutnya hingga anak-anak tersebut dewasa. Adapun
gugatan nafkah lampau anak dan nafkah untuk kebutuhan masa yang akan datang
bagi istri tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

keputusan hakim tentang nafkah lampau istri telah sesuai dengan hukum
islam, karena nafkah istri merupakan kewajiban suami dan akan menjadi hutang jika
tidak dilaksanakan. Sama halnya dengan nafkah anak untuk masa depan, seperti
yang tercantum di dalam KHI bahwa suami wajib menafkabhi istri dan anak-anaknya.
Sedangkan nafkah lampau anak tidak dapat dinyatakan sebagai hutang karena
termasuk nafkah /ilintifa’. keputusan hakim tentang nafkah untuk masa yang akan
datang dinyatakan prematur dapat dibenarkan, karena nafkah untuk masa yang akan
datang dapat digugat jika telah terjadi perceraian antara suami dengan istri.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (fechnical
term) yang berasal dari bahsa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi

yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian
dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian

lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB LATIN
Kons. Nama Kons. ) Nama
| Alif . Tidak dilambangkan
Q , Ba b , A Be
=] Ta t Te
& Sa s | Es (dengan titik di atas)
d Jim j Je
C Ha h Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha kh Ka dan Ha
3 Dal d De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
J Ra r Er
J Zai z Zet




o Sin S Es

8] Syin sy Es dan Ye
pa Sad $ Es (dengan titik di bawah)
Ua Dad d De (dengan titik di bawah)
A% Ta t Te (dengan titik di bawah)
= Za V4 Zet (dengan titik di bawah)
td Ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain g Ge

< Fa f , Ef

S Qaf q - Ki

4 - Kaf k ' Ka

d Lam 1 El

e Mim m ' ' Em -

O Nun n ' — En

3 Wau -w | . We

- Ha h ' Ha

¢ Hamzah ’ Apostrof

$ Ya y Ya

2. Vokal tunggal atau monofiong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan
dengan huruf sebagai berikut :

a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya malram.

b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf 7, misalnya Jjjab.

xi



c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya syurufu.

3. Vokal rangkap atau diffong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :

a. Vokal rangkap ' dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya
Zawjati.

b. Vokal rangkap ' dilambangkan dengan gabungan huruf gy, misalnya
Zuhayliy.

4. Vokal panjang afau' maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasiﬁya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan
horisontal) di atasnya, misalnya a/-Rada’ah, alqus'Ebarab.

5. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan Latin djlambangkaﬁ dengah huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya iddah.

6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-/am,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai
dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi

tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya an-Nisa, al-Qur’an.

7. Ta’ marbutah mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan
Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta’ marbutah yang hidup

dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya syari’at.
xii



8. Tanda agpostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya fiigaha'. Sedangkan di
awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya

Ijab.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa!. Perkawinan

- merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh pasangan yang melakukannya.

Perkawinan menjadi hal yang sakral dan diagungkan oleh pasangan.suami
istri, kargna perkawinan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani
unt_uk men'gﬁalalkan hubungan suami istri. Perkawinan juga dapat mengubah
cara paxidapg hidup, ikatan Hidup bersama sebagai suami dan istri, memiliki
keturunan, dan melahirkan. hak dan tanggung jawab masing-masing sebégai istri
atau sebagai suami.

Ketika seorang pria (suami) sudah mengikat seorang wanita (istri) dengan
janji perkawinan, maka mulai saat itu juga telah jatuh suatu tanggung jawab
besar yang akan diemban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.
Seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq di dalam kitab Figh Sunnah “ apa bila telah
jatuh akad nikah yang sah (sesuai dengan ketentuan Fikih), maka wajib bagi

keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban di dalam perkawinan, yaitu

' Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Dasar Perkawinan
1



kewajiban suami atas istrinya, kewajiban istri atas suaminya dan kewajiban
bersama™?. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah kewajiban yang berkaitan
dengan harta seperti mahar dan nafkah, dan kewajiban yang tidak berkaitan
dengan nafkah, seperti berlaku adil terhadap kedua istri (apabila melakukan
poligami), melindungi istri, dan sebagainya’.

Kewajiban istri terhadap suaminya diatur di dalam hukum Islam, yaitu
berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh
hukum Islam dan mengatur keperluan rumah tangga untuk kebutuhan sehari-

* hari.* Setelah hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi maka lahir hak dan
kewajiban bersama, yaitu halal bagi keduanya melakukan hubungan suami istri,
menetapkan ahli W_aris, menetapkan nasab anak.’

Penjelasan tentang kewajiban suami juga terdapat di dalam Kdmpilasi
Hukum Islam pasal 80. di dalam ‘pasal tersebut terdapat defapan poin tentang
kewajiban suami. Pasal demi pasal menjeléskan bahwa suami  wajib
membimbing, melindungi, memberikan pendidikan dan memberikan nafkah
kepada keluarganya baik anak maupun istri seusai dengan ketentuan yang telah
diatur.

Nafkah merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan rumah

tangga. jika suami tidak dapat menafkahi keluarganya berarti ia telah melalaikan

2 Sayyid Sf\biq, Fighus Sunnah, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikri, 2006), 531
* ibid, Juz II, 532

4 Kompilasi Hukum Islam, bab XII, bagian keenam, pasal 83-84

> Ibid, Figh Sunnah, 532



tanggung jawabnya sebagai suami dan telah menelantarkan keluarganya. dan jika
suami telah menafkahi keluarga berarti ia telah menuntaskan masalah
pertentangan dan perbedaan yang terjadi antara suami istri. Sebagaimana

dijelaskan di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233

....... gy Oy i LalE 0 3 5l S5y 0y 4 2 bt 5 ..
Artinya: dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan
cara yang patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya®.

Ayat tersebut menjadi dasar yang penting bagi seorang suami (ayah) dalam
menaﬁcahi keiuarganya, ‘baik istri maupun anak-anakﬁya, berupa makanan,
pakaian, tempat tinggal. |

Suami wajib menaﬂcahi keluarganya sejak terbentuknya suatu keutuhan
rumah tangga. Daiam kaidah usul fiqih, jika suatu perbuatan telah dilakukan
maka lahir pula hukum ya;ng béru. bersamaan dengan itil, ketika se(')rang pria
telah mengucapkan ijab kepada wali perempuan dan wali menerimanya, maka |
sejak saat itu juga menafkahi wanita yang sudah menjadi istri pria tersebut
hukumnya adalah wajib. Ketika keduanya telah diberikan keturunan yang
disebabkan perkawinan yang sah dari pasangan suami istri. maka wajib bagi
orang tuanya mengasuh anak tersebut dan wajib bagi suami untuk menafkahinya

hingga anak itu dewasa.

8 Departemen Agama R, A/-Quran dan Terjemahannya, 37



Walaupun ketentuan tentang pemberian nafkah sudah ditetapkan. Masih
banyak suami-suami yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, melalaikan
kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang wajib menafkahi keluarganya
bahkan tidak merasa bersalah akan perbuatannya tersebut. Kelalaian suami untuk
menafkah keluarganya disebut dengan pelanggaran atas nafkah, baik nafkah istri
maupun nafkah anak hasil perkawinan yang sah.

Gugatan pelanggaran terhadap nafkah dapat diajukan kepada Pengadilan
Agama. Baik dengan gugatan nafkah saja, maupun dengan gugatan kumulatif
beserta gugatan cerai. istri boleh menggugat suaminya dengan tuntutan agar
sgami mengubah perilakunya untuk meneruskan rumah tangga yang hampir
hancur, atau meminta ganti rugi atas nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami,
atau menjadikan alasan perceraian, karena suami tidak mampu untuk menafkahi
keluarganyh. semua ketentuaﬁ tersebut ‘telah diatur di dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pasal 77 ayat 5, yaitu: jika suami atau istri melalaikan.kewajibannya
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Peraturan
lainnya terdapat juga di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan’.

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab yang sangat
besar dalam memimpin keluarganya. Dalam masyarakat sering ditemukan istri

menggugat cerai suaminya dan di dalam gugatan cerai tersebut terdapat gugatan

7Lihat Kompilasi hukum Islam, bab XII,pasal 77 — 81 tentang hak dan kewajiban suami istri.



nafkah®. Walaupun demikian ada sebahagian wanita yang masih ingin
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menggugat nafkahnya saja
tanpa menggugat cerai suaminya, hal itu terjadi di kota Pasuruan. Putusan hakim
PA. Pasuruan Nomor: 0602/Pdt.G/PA.Pas.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa seorang istri menggugat
suaminya karena telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya.
ada beberapa poin penting yang dicantumkan penggugat (istri) di dalam petitum
gugatannya. berkaitan dengan nafkah lampau istri (nafkah madiyah). Suami telah
meninggalkan keluarganya selama 2 tahun dengan membawa seorang anak. Oleh
karena itp, istri dan anak-anak yang tinggal bersama istri tidak mendapat hak
nafkah dari suami selama ditinggalka’n_, .istri juga menggugat suami agar
membiayai anak-anak hingga dewasa.

Dengan menipertimbangkan alasan-alasan penggugat dan bukti-bukti yang
diajukan. maka sebahagian gugatan dapat diterima sedangkan sebahagiann).ra lagi
ditolak. pertimbangan hakim tersebut telah menjadi putusan majelis hakim PA.
Pasuruan.

Dari perkara Nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas tersebut, ada beberapa hal
yang menarik untuk diteliti mengenai pertimbangan majelis hakim yang
menerima sebahagian dan menolak sebahagian gugatan, maka alasan-alasan dan

dasar hukum majelis hakim dalam putusan tersebut menjadi pokok

8 pada bulan Januari dan Februari 2010 di pengadilan agama Pasuruan tercatat sebanyak 36 perkara
perceraian dengan alasan nafkah.



permasalahan. Oleh karena itu untuk mempermudah dalam memahami masalah
tersebut, dirumuskan judul guna menggambarkan pokok permasalahan yang akan
diteliti, yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Pasuruan Nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas Tentang Gugatan Istri Atas

Kelalaian Suami Menafkahi Keluarga di Luar Perceraian”.

B. Identifikasi
Putusan pengadilan agama Pasuruan nomor: 0602/Pd.G/2009/PA.Pas
mencakup beberapa permasalahan tentang kelalaian suami menafkahi
keluarganya dik luar perceraian. Dari putusah tersebut terdapat beberapa
pérmasalahan. Yaitu:
1. Gugatan nafkah oleh istri kepada suaﬁﬁnya tanpa mencantumkan
gugatan cerai
2. Gugatan hutang nafkah madiya istri selama 2 tahun
3. Gugatan hutang nafkah madiah anak selama 2 tahun
4. Gugatan nafkah untuk kebutuhan masa depan istri yang masih
bersetatus istri sah terhadap suaminya yang digugat

5. Gugatan nafkah anak untuk yang akan datang.

C. Batasan Masalah
Permasalahan yang telah diidentifikasi dari putusan pengadilan agama

Pasuruan Nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas tentang gugatan istri atas kelalaian



suaminya akan di analisis dengan hukum Islam, beberapa permasalahan yang
akan di analisis dalam skripsi ini adalah:

1. Putusan hakim tentang nafkah lampau istri

2. Putusan hakim tentang nafkah lampau anak

3. Putusan hakim tentang nafkah masa depan anak

4. Putusan hakim tentang nafkah masa depan istri

D. Rumusan Masalah
1. Baga_imana prosedur penyelesaian perkara nomor : 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas
tentang gugatan istri atas kela]aian' suami menéﬂ(dhj keluarganya di luar
: perceréiafl? ’
2. Apa dasar hukum yang diambil oleh majelis hakim .PA.Pasuruan dalam
meny.elesaikan perkara nomor :‘0602/Pdt.G/2009/PA4.Pas?
3. .Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim PA. Pa;uman

nomor : 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas tentang gugatan istri atas kelalaian suami

menafkahi keluarganya?

E. Kajian pustaka
Kewajiban suami menafkahi keluarganya adalah sebuah kewajiban dan
tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Nafkah tersebut terbagi dalam dua
bentuk. yaitu, nafkah kepada istri dan nafkah kepada anak, sedangkan kadarnya

tergantung pada kemampuan suami. Kemudian kadar kemampuan tersebut



banyak dijadikan alasan oleh suami untuk melanggar kewajiban dalam hal

menafkahi keluarga. kemudian menjadi permasalahan yang mengundang

keinginan para peneliti untuk meneliti dan menuliskan hasil penelitiannya dalam
sebuah karya ilmiah.

Karya-karya tulis yang berkaitan dengan nafkah memiliki bentuk yang
beragam. ada yang membahas tentang nafkah secara umum, nafkah ‘iddah,
tentang nafkah madiyah, dan ada juga yang membahas tentang perkara yang
diajukan kepada pengadilan, dan sebagainya.

Skripsi ini 'akah mencantumkan beberapa skfipsi sebelumnya, untuk
dijadikan acuan dan perbandingap yang bertujuan mencari perbedaan dengan
penelitian sébelumnya. Karya tulis yang dimaksud adalah: ‘

1. Buku yang berjudul “Nafkah Istri”, buku tersebut merupakan hasil tesis
seorang mahasiswa universitas Islam Madinéh, oleh Muhammad Ya’qub
Thalib Ubaidi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh M.
Ashim, tema yang diangkat dalam buku tersebut tentang Nafkah Istri Dalam
Pandangan Islam. Buku tersebut menjelaskan hak istri dalam mendapatkan
nafkah oleh suaminya. maka buku tersebut di bagi menjadi beberapa bab
yaitu: nafkah istri, problematika yang termasuk nafkah istri, dan nafkah istri
yang ditalak dan yang semisalnya’.

2. Buku-buku Fikih yang membahas secara umum tentang nafkah, diantaranya:

® Nafkah Istri, M. Ashim, Darus Sunnah, hukum menafkahi istri dalam hukum islama



a. D’anatu at-Talibin karya Abu Bakar bin ad-Dimyati'°

b. Figh al-Sunnah Juz II karya Sayyid Sabiq"'

c. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin'?

ketiga buku tersebut menjelaskan kaidah-kaidah Fighiyah tentang nafkah

secara umum.

3. Buku yang berjudul Figih Lima Madzhab karya Muhammad Jawad
Mughniyah, di dalam buku tersebut menjelaskan pendapat para ulama Fikih
tentang nafkah, yang terdiri dari lima mazhab, yaitu Ja’'fari, Hanafi, Maliki,
Syafi’i, dan hambali'’. |

Selain buku-buku tersebut ada juga beberapa skripsi yang membahas
tentang nafkah, yaitu:

1. Vivi Re Agustina memfokuskan penelitiannya .tahun 2005 _tentang
penyelesaian kasus nafkah terutang di P.A kota Malang dan dirumuskan
dalam sebuah judul “Gugatan Nafkah Terhutang Dan Penyelesaian Studi
Kasus Di PA Kota Malang Tahun 2003” dalam skripsinya Vivi Re
Agustina memberi penjelasan tentang nafkah terutang yang digugat

bersamaan dengan gugatan cerai, kemudian meneliti alasan dan dasar

' I'anatu at-Talibin, Abu Bakar ad-Dimyati,al-Haromain, kewajiban suami memberikan nafkah
kepada istri, 59-69

" Figh al-Sunnsh jilid 11, Sayyid Sabiq, Dar al-Fikri, kaidah-kaidah fikhiyah tentang nafkah, 539-546
12 Perkawinan Islam di Indonesia, Amir Syarifuddin, Kencana, kaldah-kaidah fikhiyah tentang
nafkah di Indonesia, 78-80

¥ Fikih Lima Mazhab, Muhammad Jawwad, Lentera, kumpulan pendapat ulama lima mazahab
tentang hak atas nafkah, 400-408
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hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam
menyelesaikan perkara tersebut.'

2. Hanik Nurul Arofah menulis sebuah skripsi pada tahun 2004 dengan judul
“Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan
Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin Tanpa Gugatan Cerai di PA
Gersik” dalam skripsi ini Hanik Nurul Arofah mencoba memberi
pemahaman tentang kompensasi materiil atas nafkah batin, kemudian
mencoba menggali alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim
Pengadilan Agama Gersik inenolak gugatan tersebut.' -

3. Fuad Fatoni mendeskripsikan hasil penclitiannya dalam sebuah skripsi
pada tahun 2001, ciengan judul “Studi Kasus Terhadap Gugatan dan
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor 304

- dan 1392 Tahun 2000 Tentang Nafkah Istri dan Anak” skripsi ini
menggambarkan analisis hukum Islam terhadap dua putusan sekaligus
tentang gugatan dan pelaksanaan putusan hakim PA Surabaya tentang
nafkah istri dan anak. Dari dua putusan tersebut terdapat permasalahan

yang sama tentang nafkah istri dan anak namun dari dua putusan tersebut

!4 Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesaian Studi Kasus di Kota Malang tahun 2003, Vivi Re
Agustina, keputusan hakim tentang nafkah terhutang yang sertakan dengan gugatan cerai,
dipertahankan di JAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005

1> Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil atas
Nafkah Batin Tanpa Gugatan Cerai di PA Gersik, Hanik Nurul Arofah, nafkah batin digugat dalam
bentuk kondensasi materiil tanpa mencantumkan gugatan cerai, dipertahankan di IAIAN Sunan
Ampel Surabaya pada tahun 2004
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terdapat perbedaan yang menjadi ketetapan hakim sebab alasan yang
setiap gugatan memang berbeda.'®

4, Syamsul Hadi menulis dalam sebuah skripsi pada tahun 1999, dengan
judul ‘“Pengingkaran Kewajiban Memberi Nafkah Sebagai Pelanggaran

Hak dan Akibat Hukumnya Menurut Tinjauan Hukum Islam” skripsi ini

memberikan gambaran tentang analisis hukum Islam terhadap kewajiban

suami atas nafkah. dan kewajiban yang diingkari oleh suami untuk
memenuhi hak istri dan anaknya serta menggali akibat hukum yang
ditimbulkan oleh pelanggaran hak’ ataé nafkah, jika terjadi gugatan oleh
ist.ri.17
Dengan memahami embat sicripsi dan beberapa buku di atas berarti
membantu untuk mencari perbedaan isi penelitian ini dengan yang sebelumnya,
yaitu: -

1. Lokasi penelitian berada di pengadilan agama Pasuruan. berbeda
dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang tentunya dengan perbedaan
lokasi penelitian akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda.

2. Peneliti-peneliti sebelumnya lebih memfokuskan tentang gugatan

nafkah di dalam perceraian. Lain halnya dengan Masalah yang akan

'8 Studi Kasus Terhadap Gugatan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara
Nomor 304 dan 1392 Tahun 2000 Tentang Nafkah Istri dan Anak, Fuad Fatoni, membandingkan dua
putusan memiliki gugatan yang sama tetapi menghasilkan putusan yang berbeda, dipertahankan di
TAIN Sunan Ampel Surabya pada tahun 2001
1 Pengingkaran Kewajiban Memberi Nafkah Sebagai Pelanggaran Hak dan Akibat Hukumnya
Menurut Tinjauan Hukum Islam, Samsul Hadi, pelanggaran yang dilakukan oleh suami tentang hak
atas nafkah, dipertahankan di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1999
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diteliti berkaitan dengan nafkah istri dan anak yang digugat di luar
perceraian.

3. Hasil keputusan hakim dalam perkara ini mengabulkan sebahagian
dan menolak sebahagian gugatan nafkah istri dan anak diluar

perceraian.

F. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan di dalam rumusan masalah sekaligﬁs n}eng.gambarkan hasil penelitian
yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Mendeskripsikan prosedur ,penyelesaiaﬁ perkara ~ nomor
0602/Pdt.G/2009/PA.Pas. tentang gugatan istri atas kelalaian suami
menafkahi keluarga. |

2. Menjelaskan dasar hukum yang' diguriakan majelis hakim PA. Pasuruan
dalarﬁ memutus perkara nomor : 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas. tentang gugatan
istri atas kelalaian suami menafkahi keluarganya di luar perceraian.

3. Menganalisis pertimbangan majelis hakim PA. Pasuruan dalam memutuskan
perkara nomor : 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas tentang gugatan istri terhadap

suami atas kelalaiannya menafkahi keluarganya.
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G. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian yang baik adalah penelitian yang memberikan manfaat baik
bagi peneliti dan juga bagi orang lain, oleh karena itu manfaat dari penelitian ini
di antaranya:
1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi khazanah keilmuan tentang
kewajiban suami menafkahi keluarganya, dan memberikan wawasan dalam
bidang hukum, khususnya hukum perdata yang terkait dalam lingkungan
peradilan Islam. Serta dapat menjadi acuan dan referensi Bagi para akademisi
hukum dalam memaha;mi pelanggaran hak atas nafkah. -

2. Secara praktis -

Penclitian ' ini diharapkan dapat memberi masukan atau menjadi
referensi, dan sebagai acuan para hakim dalam menggali dasar pertimbangan
hukum perkara tentang gugatan istri atas kelalaian suami menafkahi
keluarga. Begitu juga diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para
pihak yang beperkara dalam gugatan nafkah tanpa menggugat perceraian,

sehingga keadilan dan kejujuran dapat di tegakkan di muka bumi ini.

H. Definisi Operasional
Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada

kata-kata kunci dalam judul skripsi. Dan memberikan batasan dalam penulisan
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agar pembahasan tidak terlalu luas. maka kata yang merupakan kata kunci dalam

judul skripsi perlu diberikan penjelasan yang lebih rinci, sebagai berikut:

Analisis adalah : sifat penguraian, uraian, kupasan.'® Berarti menguraikan
permasalahan yang akan diteliti dan dikupas tuntas untuk
menemukan titik temu antara fakta dengan teori.

Kelalaian suami : kelalaian adalah kesalahan yang dilakukan disebabkan oleh
tidak hati-hati, tidak mengerti dan tidak bijaksana'g, maka
kelalaian suami adalah kesalahan yang dilakukan suami dalam
hal tanggung jawab untuk menafkahi keluargainya‘ disebabkan
tidak berlaku 'bijaksana atas kewajibannya sebagai kepala
rumah tangga. Maka ketika suami .meni'nggalkan keluarganya
selamé 2 tahun, berarti telah lalai menafkahi keluarganya
selama ditinggalkan.

H.ukum Islam  : Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari
wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran,
di antaranya: Fikih, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-
undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam
Indonesia.2’ Dalam penelitian ini, yang menjadi rujukan utama

hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam.

18 M.Dahlan, Kamus Populer Ilmiah, 29
' Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Malang: UMM Press, 2008), 277
2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 9
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Dapat dipahami bahwa persoalan dalam penelitian ini berkaitan dengan
gugatan istri atas kelalaian suami menafkahi istrinya dengan status masih
menikah. maka dengan definisi operasional tersebut diharapkan mampu
membatasi dalam menganalisis permasalahan dalam perkara ini dengan hukum

Islam yang berlaku di dalam pandangan masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena sumber

penelitiannya bukan termasuk ke dalam kategori alat-alat prosedur statistik atau

alat kuantifikasi. Sedangkan menurut Patton bahwa metode kualitatif adalah

untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara natural (alamiah): dalam
keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.”!

Adapun yang menjadi data kualitatif dalam penelitian tentané “Studi
Analisis - Terhadap putusan pengadilan agama Pasmﬁan nomor:
0602/Pdt.G/2009/PA.Pas tentaﬁg gugatan istri atas kelalaian suami menafkahi
keluarganya di luar perceraian. Oleh sebab itu dalam penguraiannya diperlukan
tahap-tahap tertentu sehingga berbagai indikasi dan identifikasi menempati
proporsinya secara lebih tepat dan teratur.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data tentang :

2 Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, (Malang: UM PRESS, Cet. 1, 2005),

3
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a. Prosedur penyelesaian perkara nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas tentang
gugatan istri atas kelalaian suami menafkahi keluarga di luar perceraian.

b. Dasar hukum hakim pengadilan agama Pasuruan dalam memutus perkara
nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA Pas tentang gugatan istri atas kelalaian
suami menafkahi keluarga di luar perceraian.

2. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat
mendapatkan data, maka sumber tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang menjadi objek
penelitian, dalam penelitian ini yang menjédi sumber data primer adalah:
1. Salinan putusan hakim PA. Pasuruan nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas
‘2. Hasil wawancara
3. al-Qur’an dan as-Sunnah.

b. Sumber dat.a sekunder, yaitu sumber data pendukung dalam melakukan
penelitian, biasanya sumber data tersebut telah tersusun dalam bentuk
dokumen, jurnal, buku, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian,
maka sumber data sekunder dapat diperoleh dari:

1. Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan).

2. Undang-undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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3. Buku-buku yang membahas tentang kewajiban suami menafkahi

keluarga, dan akibat hukum yang discbabkan oleh kelalaian

menunaikan kewajiban tersebut, diantaranya:

a.

Sayyid Sa—lbiq, Fikih As-Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri,
2006).

Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, Nafkah Istri, (Jakarta Timur:
Darus Sunnah, 2007)

Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Madzhab, (Jakarta:
Lentera, 2007).

Abu Bakar bin ad-Dimyati, [’anatu at-Tz_liibfn, Juz IV, ( Jaddah:
al-Harmain, 2003). |
Abdul Goffar, Figih Wanita, (J a_kﬁrta Timur: Pustaka al-Kautsar,
2007)

Amir Syaﬁfuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2007).

Sulaikin Lubis dan wisma Ain Marzuki DKK, Hukum Acara

Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penggalian pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a.

Studi dokumenter
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Dalam penggalian data studi dokumenter data yang
dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti putusan dan berita
acara perkara, buku-buku sekunder, Undang-undang yang
berkaitan dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan
tentang perkara gugatan istri atas kelalaian suami menafkahi
keluarganya di luar perceraian kemudian data tersebut ditelaah

dan dianalisis.

. Teknik Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, .sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Dalam
penelitian ini dilakukan wawancara kepada Majelis hakim
pengadilan agama Pasurvam yang bertujuan memperdalam

pemahaman terhadap putusan.

4, Metode Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini tentunya diarahkan untuk

menjawab rumusan masalah karena penelitian ini bersifat penelitian

kualitatif 2> Analisis data sendiri merupakan proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

2 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif; (Bandung: Alfabeta, Cet. 4, 2008), 72

B Ibid. 88
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lapangan, dan dokumentasi.?*

Setelah keseluruhan data terkumpul maka hasil wawancara dan
dokumentasi tersebut dikategorikan serta dijabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami dan dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam melakukan Analisa, metode yang digunakan adalah metode
Deskriptif Verifikatif, yaitu mengumpulkan salinan putusan pengadilan
agama Pasuruan Nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas. kemudian melakukan
wawancara kepada hakim pengadilan agama Pasuruan untuk mendapatkan
hasil yang maksimal dalam memahami isi putusan keﬁxudian
mende;skripsikan hasil putusan dan wawancara untuk mengetahui fenomena

* yang terjadi dalam perkara tersebut. Setelah itu dilakukaﬂ verifikasi atau
penilaian terhadap putusan PA Pasuruan berdasarkan teori dan dasar hukum

Islam dan hukum positif (KHI).

J. Sistematika Penulisan
Isi pokok penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:
Bab I : Bab ini menerangkan pendahuluan, identifikasi masalah, batasan
masalah, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan

disertai dengan sistematika penulisan.

2 Ibid 89
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Bab II : Bab ini menerangkan tentang kajian teoritis tentang pengertian
nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat istri mendapat nafkah, macam-macam
nafkah istri, ketentuan kadar nafkah, nafkah yang menjadi hutang, gugurnya
kewajiban nafkah, dan undang-undang yang mengatur tentang nafkah.

Bab III : Bab ini menerangkan tentang hasil penelitian yang terdiri dari;
penjelasan  tentang putusan pengadilan agama Pasuruan nomor:
0602/Pdt.G/2009/PA.Pas, yang terdiri dari kompetensi pengadilan agama
Pasuruan, prosedur penyelesaian perkara, dan dasar hukum yang digunakan
majelis hakim PA. Pasuruan dalam memutus perkara.

Bab IV : Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis hukum Islam terhadap |
pertimbangan hukpm yang digunakan hakim PA Pasuruan dalam memutuskan
sebahagian gugatan, dan menolak sebahagian, fentang gugataﬁ istri atas
kelalaian suami menafkahi keluarganya.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir, ya;ng berisi tentang kesimpulan
hasil penelitian serta saran terhadap beberapa hal yang terkait dengan penelitian

ini.
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BAB II

KERANGKA TEORI TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Dalam kamus umum bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk
memelihara kehidupan, uang belanja yang diberikan kepada istri,’ Muhammad
Syata ad-Dimyati dalam kitabnya “7’amatut Talibin” memberikan batasan yaitu
infak tidak digunakan kecuali dalam kebaikan? serta orang yang menjadi
tmgémg jaw;:xbnya,,beru'pa makanan, pakaian, tempat ti‘nggal.3

Secara temunolog1 (istilah), nafkah diartikan secara beragam oleh para
ulama fikih. Diantaranya adalah Wahbah az-Zuhayli menjclaskan pengertian

nafkah sebagai berikut4 :
";g‘;.sr ';:.&J\, fws‘, A a:usga

Yaitu mencukupi seseorang terhadap penyediaan kebutuhan orang yang menjadi

tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sayyid Sabiq

! Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
667
? ad-Dimyati, as-Sayyid al-Bakri Ibnu as-Sayyid Muhammad Syata, ‘I’anatut Talibin Juz
IV, (Jedah: al-Haromain Indonesia, t.t.), 60.
3 Abdul Aziz Dahlan, (et al), Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru,
1997), 1281.
* Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr bi
Damsyiq, 1997), 7348

21
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Ditinjau dari makna lughowi, nafkah merupakan makna yang sempit yang
kurang mencakup semua fungsi dari sebuah pernikahan. Namun dari makna
istilah nafkah merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya
usaha yang maksimal. Seorang suami memerlukan usaha yang maksimal agar
kewajiban sebagai seorang suami bisa terlaksana, sebab istri merupakan
tanggung jawab suami sekaligus amanat dari Allah SWT. Sebagaimana sabda

Rasulullah SAW:

LAY

v 3 - 3 - @ - ® L ® - L

ey e Syt 3;35;;!&&;;;\4, SNy e J6 ol e A Lo A 30 o
1

(Ls_)l:h“ o‘}J) oo

Artinya : Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : ”.. Seorang laki-laki
(suami) adalah pemelihara bagi keluarganya, dan ia akan ditanyai (dimintai
pertanggung jawaban) atas apa yang dipeliharanya.... (H.R Bukhori).

M. Kholirur Rahman dalam bukunya “Sentuhan Malam Pertama”
memberikan keterangan, tanggung jawab meliputi memberi pakaian, nafkah

hidup, dan bergaul dengan baik dengan istri.'> Al-Khazin dan al-Bagawi dalam

menafsirkan ayat “wa ’asyirg hunna bil ma’ruf, menyatakan bahwa berbuat baik

' Al, Bukhari, Abu ‘Abdillah MuhAmmad bin Isma’il, Sahih al-Bukhari Jilid I, (Kairo: Dar
al-Hadis, 2003), 225.
12 M. Kholirur Rahman, Sentuhan Malam Pertama, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 52
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dalam hal penginapan/tempat tinggal,"> memperlakukan dengan lembut serta
perkataan yang indah'* merupakan bagian dari nafkah.

Nafkah tidak hanya bersifat materi saja, melainkan juga mencakup nafkah _
materi (kebutuhan /Jahiriyah) dan nonmateri (kebutuhan batiniyah) atau
hubungan biologis. Imam Malik mengatakan bahwa nafkah tidak wajib bagi
suami sampai ia dapat mengajak untuk dukhil (wati, jimak).'® Jadi nafkah adalah
tuntutan terhadap suami karena perintah syariat Islam untuk istrinya dengan
usaha yang maksimal dalam memenuhi segala kebutuhan berupa makanén,
pékai:;m, tempat tinggal, ranjarig, pelayanan serta mempergauli dengan cara yang -
baik.

Hal terpenting yang harus dilakukan seorapg suami bagi istri sebagai
pemimpin dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah terhadap keluarga. |
Suami yang baik merupakén sum yang selélu perhatian dan ia tidak akan
melalaikan amanah yang sekaligus menjadi kewajibannya. Maka sudah menjadi

tanggung jawab suami untuk menafkahi istri secara materi dan nonmateri.

** al-Khazin, Lubdbu at-Ta’wil fi Ma’ani at-Tanzil, (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyah, t.t),
37. lihat juga Al-Bagawi, Ma’alimu at-Tanzil Juz as-Sani, (Beirut: Dar al-Kutub al-Iimiyah,
tt),37

" al-Baidawi, Anwar at-Tanzil wa Israr at-Ta’wil Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyah,
t.t.), 207

'> Tonu Rusydi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Juz II, (Beirut: Dar Ibnu
Asshashah, 2005), 44
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B. Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum kewajiban seorang suami memberikan nafkah adalah

sebagai berikut:

sr0 B

o ) o Ll il ety ks, 40 B

Artinya: ... ... dan kewsjiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya ... ... (Q.S al-Bagarsh (2): 233)"¢

o U 65y el 1l AN 0y 15 1 (KL S 1 S

Artinya: ” tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
- menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu
sedang hamil, Maka berikanlah kepada mercka nafkahnya hingga mereka
bersalin, ... ( Q.S At-Talaq (65): 6)" -

PP 1 v/ ‘2 -~ oool':a s s a0 se sr o -’ o‘..o.o
GUT G Uy G Qi CalST U Al 0BT G (348l 23, adle 08 207 asnle o e 093 3430

I S| B P
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan
beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At-Talaq

63): 7)"

| s R
Artinya: ".. ... dan bergaullah dengan mereka secara patut ... ... (Q.S An-Nisa’
4): 19)”

'¢ Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumatul Ali, 2005), 38
'7 Ibid, 560

'* Ibid, 560

** Ibid, 81
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Hadist Jabir, Rosulullah pernah berkhotbah di depan para sahabat dengan

bersabda:

o)1~ © Lo 08, o)’onz i3 Jo}.ﬁ'
:.g.lﬁ )dﬂwﬁfﬂ.,-”sr.lla.w\)w\o Li frﬁp;wt@wlt
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" Artinya "bertagwalah kepada Allah terhadap istri-istri kalian, sesungguhnya
kalian telah mengambil mereka dengan amanat allah dan kalian telah
menghalalkan kemaluan mercka dengan kalimat Allal’!, kewajiban mereka
untuk tidak memasukkan ke dalam ranjang kalian yang kalian benci, jikalau
mereka melakukan hal itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak
meninggalkan cacat. Dan hak mereka atas kalian adalah (memben) makan dan
pakaian dengan cara yang baik” (H.R Muslim)

T s

:z‘.-‘/ o - ° o 2 Jo . z., ° ,61
wby.gﬁfofe)};w(muﬁww‘;&b g;Ml_,»:)a
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2 Imam Muslim, Sahih al-Muslim, 456

2! Kalimat Allah memiliki beberapa penafsiran; pertama, Firman Allah “maka rujuklah
dengan cara yang baik atau ceraikan dengan cara yang baik pula” (Q.S Al Baqarah: 229),
kedua, Kalimat tauhid : La //a Ha Illallahu, ketiga, Dengan izin Allah dengan firman-Nya :
“Maka nikahilah wanita yang kamu senangi dari wanita-wanita lain” (Q.S An Nisaa’ : 3)
dan ini yang dimaksudkan dalam hadist, keempat, Kalimat ijab dan qabul seperti yang
diperintahkan oleh Allah.
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Artinya: Diceritakan dari Ali bin Hujrin as-Sa’di diceritakan dari Ali bin
Mushirin dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahanya dari ‘Aisyah berkata Hindun
istri Abu Sofyan berkata pada Rasulullah, Ya Rasulallah sesungguhnya Abu
Sofyan adalah lelaki yang amat bakhil, tidak memberiku nafkah yang bisa
mencukupiku dan anakku kecuvali apa yang kuambil bhartanya tanpa
sepengetahuannya, apakah hal ini dosa bagiku? Rosulullah menjawab ambillah
hartanya dengan baik dan mencukupi dirimu dan anakmu. (H.R Muslim)

C—.\
l\

BLs B s G wdurx_:,amusg.uuuy; f‘au;;,;w;a;"

23 < 2 2 - 2o 2 6 2
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Artinya: sahabat Muawiyah al-Qusyairi berkata: saya mendatangi Rasulullah
SAW yang sedang berbicara tentang perempuan, maka saya bertanya apa yang
harus kita lakukan pada istri-istri kita? Beliau menjawab berilah mereka makan
dari makanan yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari jenis pakaian
yang kalian pakai dan janganlah kalian memukuli mereka dan mencela mereka.
(HR. Abu Daud)

C. Syarat-Syarat Istri Mendapat Nafkah
a. Berkedudukan sebagai istri sempurna
Istri sempurna adalah istri yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada

suami,?* baik secara nyata maupun secara hukum, dengan kesiapannya untuk

22 Imam Muslim, Shakih al-Muslim, 680

B Al, Khalidi, Muhammad Abdul Aziz, Sunan Abi Daud Juz II, (Beirut: Dar al Kutub al
IImiyah, 1996), 110-111

24 Wahbah az-Zuhayli, a/-Figh al-Islamiy, 7374
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menaati suaminya®. meskipun istrinya belum mengajak untuk bergaul jika ia
telah menampakkan kesiapannya ketika diminta untuk digauli.?® Baik suami
telah menggaulinya atau belum. Telah resmi menjadi istri dan berada di bawah
perlindungan suaminya.”’
b. Istri sudah dewasa

Dewasa yang dimaksud adalah telah siap untuk melakukan jima’?® istri
yang masih belum cukup dewasa untuk melakukan jima’ atau istri yang masih
kecil, yang suami tidak mungkin mengambil manfaat darinya baik dari segi
pelayanan atau cumbu rayu tidak Wajib dinafkahi menurut Imam Empat dallamb
'riwayat merecka yang Masyhur?’ Karena kewajiban nafkah adalah dengan
adanya kepastian untuk bercumbu rayu, adanya keterikatan istri dan kediannya
Auntuk memenuhi hak-hak suami.
c. Akad pernikahan yang sah

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sejak selesai

pelaksanaan akad nikah.’® Akad pernikahan adalah akad yang sah, sesuai dengan

syarat rukunnya. Saleh al-Fauzan menyebutkan 3 rukun nikah yaitu Adanya

% Muhammad Ya’kub Talib ‘Ubadi, Nafkah Istri, 56

% Ibid. 59

¥ ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, pencrjemah M. Abdul Ghafar, Figih Wanita,
(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 452

28 Wahbah Zuhayli, a/-Figh al-Islami, 7375

» Muhammad Ya’kub Thalib ‘Ubadi, Nafkah Istri, 156

* Syaikh Kamil Muhammad, Figih Wanita, 414
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calon mempelai, Adanya Ijab, dan Qabul serta 4 syarat sah yaitu calon mempelai
jelas, persetujuan kedua calon, adanya wali, dan adanya dua orang saksi.’!
Muhammad Syata ad-Dimyafi menyebutkan rukun-rukun dalam
pernikahan ada lima®? yaitu, (a). Suami, (b). Istri, (c). Wali dari mempelai
wanita, (d). Dua orang saksi, (e). shigat (ijab dan kabul). Tetapi madzab
Malikiyah menambahkan atau memasukkan mahar pada rukun nikah.*?
Sedangkan madzab Syafi’iyyah menganggapnya sebagai syarat syah nikah.**
Sehingga walaupun terdapat perbedaan pendapat kedudukan mahar dalam
pernikahan, namun dapat diambil keSimpulan '_bAahwa mahar adalah suatu
pemberién yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam
bentuk benda maupun jasa.”' kelalaian menyebilt jenis fian jumlah mahar pada
waktu a-kad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya ‘
dalam ke.adaan' mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.*
Jika akad nikah fasid atau nikahnya rusak tidak menjadikan seorang istri
berhak mendapatkan nafkah. Dan kewajiban mereka dalam pernikahan yang
tidak sah adalah berpisah dari pasangannya.’” Tidak boleh ada hubungan antara

keduanya layaknya suami istri. Karena belum terwujud hak keterikatan dan

*! Saleh al-Fauzan, Figih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 649-652

32 Ad-Dimyati, as-Sayyid al-Bakri Ibnu as-Sayyid Muhammad Syata, ’anatut ... ... , 274,
lihat KHI Bab IV bagian ke-1 Tentang Rukun yaitu pasal 14

B al-Jaziri, ‘al-Figh ‘Ala Madahib ... ... ,12

* Ghazali, Abd. Rahman, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 86

¥ Ibid, 84

* Abdurrahman, Kompilasi hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
1992), 121

%7 Ubaidi, Muhammad Ya’kub Talib, Natkah Istri ... ... , 65
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penyerahan diri dari wanita yang merupakan sebab diwajibkannya nafkah istri.
Lantaran pernikahan yang fasid (rusak) dan yang batil tidak akan pemah diakui
oleh syariat Islam dan tidak akan memiliki keterkaitan yang berhubungan
dengan urusan uang, maka konsekuensinya tidak ada kewajiban nafkah atas
suami terhadap istri dalam pernikahan yang fasid>®

Sebuah kaidah menyatakan hukum muncul tergantung pada ada tidaknya
penyebab dan faktor yang menimbulkannya, atau berkisar pada ada atau

tidaknya ‘7//at hukum.

39 ... 43 % .l 30348

]
bds g 13 r 5 Alall i g (S

Artinya: “Hukum itu berkisar (mengikutz) pada ada dan tiadanya “illat”
d. Hendaknya tidak terhalanginya hak suami secara syar’i .

Tidakhiltmgnya hak suami dalam penjagaan istri tanpa adanya sesuatu |
yang membolehkan menurut syara’ ata.\u adanya penyebab lain.** Apabila
keterikatan suami istri hilang atau istri membangkang terhadap ketaatan suami
atau tidak mau pindah ke tempat yang sudah disiapkan oleh suami tanpa alasan
yang dibenarkan, maka hal ini tidak berhak menerima nafkah, karena tidak bisa

tercapai proses percumbuan dengannya.*!

*® Ibid. 155

¥ Hakim, Abdul Hamid, a/-Bayan, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, tt), 19. Lihat juga Muchlis
Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbat Hukum
Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet IV, 2002), 20

“ Muhammad Ya’kub Talib, Natkah Istri, 65

! Ibid, 57
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Mengutip salah satu syarat dari pendapat Imam as-Syafi’i,
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Artinya: Hendaknya tidak menjadi istri yang nusyuz, artinya menyimpang
dari ketaatan pada suaminya, macam-macam nusyuz antara lain; istri mencegah
suaminya untuk melakukan cumbu rayu berupa rabaan, ciuman, jima’ dan
semacamnya. Jika istri mencegahnya maka gugurlah hak nafkah di hari itu. Hal
tersebut karena nafkah diwajibkan hari demi hari, Jika istri mencegahnya di
awal hari maka gugurlah nafkahnya saat itu, jika natkah bisa dikembalikan serta
memungkinkan maka sesungguhnya natkahnya tidak bisa kembali selama belum
melakukan percumbuan secara nyata. Oleh karenanya nusyuz satu hari
menggugurkan kiswah semuanya. Dan karena itu kiswah ditentukan untuk
setiap tingkatan sesuai kebutuhan.

Dari kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwasanya istri yang
nusyuz tidak berhak mendapatkan ﬁaﬂcah. Nusyuz dalam arti berpaling dari
ketaatan pada suami. Namun macam-macam nusyuz banyak dan sebagian yang
diterangkan dalam teks tersebut adalah istri mencegah suami untuk melakukan
percumbuan, bermesraan, dan berhubungan badan dengannya. Bahkan hak

nafkah tidak akan kembali walaupun istri telah kembali memberikan

“ al-Jaziri, Figh ‘ala Mazéhib ... ... ,438
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kesempatan bercumbu, selama belum melakukan percumbuan secara nyata.
Karena nusyuz dalam schari akan menggugurkan kiswah semuanya. Dan
sesungguhnya kiswah itu ditentukan untuk setiap tingkatan yang sesuai dengan

kebutuhan.

Selain hal tersebut di atas al-Hafiz Ibnu Hajar mengungkapkan dalam

kitabnya Fath al-Bariy bahwa, £'y3 G 58 L2 L o @l “wanita it

terhalang untuk bekerja karena menunaikan hak suami,”®. Wahbah az-Zuhayli
juga mengatakan sesungguhnya k¢wajiban nafkah istri itu disebabkan oleh
terkekangnya istri karena memenuhi hak suami.** Dalam sebuah kaidéh
dikatakan “ Barang siapa yang gerakannya terkekang karena menjalankan
kepentingan orang la(h, " maka nafkahnya ditanggung . orang. yang
berkepentingan d sesungguhnya istri itu terkekang atas suami dengan adanya

- ketetapan akad nikah.*6

D. Macam-Macam Nafkah Istri
Banyak ulama yang menyebutkan hal-hal yang termasuk nafkah istri
dengan berbagai bentuk dan penyebutan. Namun dalam al-Quran menyebutkan

secara zahir ada tiga macam hal yang termasuk nafkah istri, yaitu makanan,

® Syuqqah, Abul Halim Abu, Kebebasan Wanita Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 1999),
163. lihat maktabah syamilah, Fathul al-Barri bab al-nafaqat, wujobu al-nafagah ala ahli wal
iyal

“ Wahbah az-Zuhayli, a/-Figh al-Islamiy ... ... , 7359

“ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, 540

“ Wahbah az-Zuhayli, a/-Figh al-Islamiy ... ... , 7373
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i)akaian, dan tempat tinggal. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 dan
juga surat at-Talaq ayat 6. Ketiga bentuk nafkah istri itu bisa dijabarkan
sebagai berikut;
a. Makanan
Dalam al-Qur’an disebut dengan rizquhunna maksudnya makanan yang
cukup dan sesuai dengan keadaan masyarakat pada lingkungannya atau
yang dikenal di tengah masyarakat.*’ Makanan merupakan nafkah pokok
yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Termasuk hal-hal yang
-berkaitan dengan makanan adalah roti, lauk-pauk dan juga miﬁum.an.48
Seorang suami wajib menyiapkaﬂ keperluan makan keluarganya.
b. Pakaian
Pakaian juga termasuk nafkah ;-)okokl yang harus diberikan suami pada
istrinya. Pakaian dalam al-Qur’an disebutkan a/-Kiswah, yaitu penutup.’
Pakaian yang biasa di pakai oleh daerah sekitar dan juga menutup aurat,
termasuk juga jilbab/ kerudung.’® Dalam bahasa Arab pakaian disebut
dengan a/-/ibas, hal ini juga disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Bagarah
ayat 187, ayat ini adalah sebuah kinayah. suami istri adalah pakaian bagi

keduanya, ketika suami istri berpelukan dan setiap salah satunya

" Muhammad As-SyawKani, Tafsir Fathul Qadir Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
t.t.), 307

“® Wahbah az-Zuhayli, A/-Figh al-Islam ... ... , 7348

¥ Ibid, 7348

% Tbrahim al-Bajiri, Hasiah as-Syeikh Ibrabim al-Bajirf Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Imiyah, Cet. ke-8, 2010), 354-355
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mencakup satu sama lain maka keduanya diibaratkan sebagai pakaian.
Atau karena setiap salah satu dari keduanya menutupi keadaan yang
lainnya.”!

M. Quraisy Sihab menggarisbawahi bahwasanya banyak hal yang perlu
disadari mengenai surat al-Baqarah ayat 187 guna terciptanya keluarga
sakinah. Jikalau dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak dapat hidup
tanpa pakaian, demikian pula dalam hidup berpasangan. Pakaian
berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka

pasangan suami istri harus saling melengkapi- dan menutupi kekurangan

"masing-masing. Pakaian mampu meliﬂdungi dari sengatan panas dan

dingin (Q.S an-Nahl : 81), maka suami terhadap istri dan isfri térhadap
suami harus pula mampu mélindungi pasangannya dari krisis dan

kesulitan yang mereka hadapi.*

. Tempat tiﬁggal

Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat 2 menyebutkan “ tempat kediaman
adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan
perkawinan, atau dalam ‘iddsh talak atav ‘iddah wafat”> Dan ayat 3
“Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya
dari gangguan pihak lain, sechingga mereka merasa aman dan tenteram.
Tempat kediaman juga berfiungsi sebagai tempat penyimpanan harta
kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah
tangga”>*

5! al-Baidawi, Anwar at-Tanj7l, 468
52 M. Quraish sihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 154
53 Kompilasi Hkum Islam, bab XII, tentang kewajaiban suami istri,

4 Ibid
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Memberikan tempat tinggal pada istri merupakan kewajiban pokok yang
harus dipenuhi oleh suami. Kalaupun keadaan suami tidak bisa
memberikan sebuah rumah, suami bisa dengan menyewakan sebuah
tempat kontrakan untuk berlindung istrinya. Termasuk di dalam cakupan
tempat tinggal adalah barang-barang di dalamnya, penerangan, alat-alat

kebersihan, almari dan lain-lain sesuai dengan kebiasaan daerah.”

E. Ketentuan kadar nafkah
Nafkah ada!ah pintu sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Dasar
kewajiban suami m&nbérikan nafkah sesuai dengén al-Qur’.an dalam surat al-
Baqarah : 233, “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada .
para ibu dengan cara yang ma’ruf, Sesecorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupaanya. *%6 Namun daripaﬂa hal tersebut, suami tidak |
boleh ﬁemperlahkaﬁ _istri deng-an seenaknya éendiri,. yaitu memberikan
nafkah yang sedikit walaupun sebenarnya dia mampu. Diwajibkan nafkah
karena sebuah kebutuhan, kebutuhan merui)akan pendorong pada kecukupan,
maka ukuran nafkah istri dan anaknya adalah dengan kecukupan keduanya.’’
Nafkah sebagai tanggung jawab suami kepada istrinya harus terpenuhi
dengan sempurna sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai mana

dijelaskan dalam al-Qur’an surat ar-Talag ayat 7 yang artinya “ hendaklah

55 Wahbah az-Zuhayli, Figh al-Isiamj, 7348
% Departemen Agama RI, A/-Qur’an, 38
57 Wahbah az-Zuhayli, Figh al-Islam , 7353
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orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya’. Dari ayat
tersebut M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa suami
memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga istri tidak
diperbolehkan menuntut lebih dari apa yang dimiliki oleh suami sehingga
nantinya mengakibatkan suami itu sampai mencari nafkah dari jalan yang
tidak direstui oleh Allah.>®

Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan
oleh syara’ tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istri seperti
makanan, lauk-pauk, daging, sayur, buah-buahan dan keperluannya yang
iazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orangﬁya. Imam Malik
_juga sependapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara’ akan tetapi
diryju’ pada kebutuhan suami dan istri. Yang dijadikan~ standar adalah »
kebutuhan istri.”® Berdasar pada surat al Baqarah: 233 dengalr pemahaman
ma’rufadalah mencukupi.

Namun Syafi’iyah berbeda, kadar nafkah itu tertentu, yang dijadikan
standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan
ekonomi suami.®® Mercka beralasan dengan ayat al-Qur’an surat as-Talag: 7.

“hendakiah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

% M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Vol. 14. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 303
® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 170.
@ al-Hamdani, Risalah, 152.
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dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta
yang diberikan Allah kepadanya’.

Imam as-Syafi’i berkata ketika mengomentari ayat ini, “Nafkah ada
dua macam: nafkah orang yang berkecukupan dan nafkah orang yang
kesulitan rezekinya yaitu orang yang fakir. Batasan minimal nafkah yang
harus dikeluarkan oleh si miskin untuk istrinya adalah sejumlah nominal
yang sudah menjadi budaya daerah setempat.5!

Allah mewajibkan pemberian nafkah, namun tidak menetapkan jumlah
kadarnya secara jelas, namun dari ayat tersebut . Imam as-Syafi’i berijtihad
dan merﬁberikan konsep penetapan kadar nafkah. Bagi orang yang kaya (al-
musir) adalah 2 mud, bagi orang sedang (a/-ausat) adalah 1,5 mud, dan bagi

: orang. lemah/kurang mampu (a]—tbu’siz) adalah 1 11111(1._6i Denga.n kadar
rﬁakanan yang digunakan untuk membayar kaffarat, karena makaﬁan- itu
untuk menghilangkan lapar. Kaffarat itu paling banyak adalah dua mud, dan
sekurang-kurangnya satu mud®® Sebagaimana perkataan a/-Qadi Abu Ya’ld
bahwa ukuran yang wajib adalah dua rif/ roti setiap hari dengan

mempertimbangkan ukuran kaffarat.*

8! as-Syafi’i, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idds, A/-Umm Juz 3, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1983), 95.

82 Ibnu Rusydi, Bidayah, 44

8 ibid, 153. (satu mudkira-kira 6-7 ons beras)

# Muhammad Ya’kub Thalib, Natkah Istri, 73
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Batasan minimal nafkah adalah satu mud, bersumber pada pemberian
Nabi kepada seseorang yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadhan berupa
satu keranjang yang berisi 15 atau 20 sha’ kurma untuk 60 fakir miskin.
Sehingga masing-masing fakir miskin mendapatkan satu mud %

Dua mud dipatok sebagai batas maksimal yang wajib, lantaran Nabi
menjadikan dua mud sebagai fidyah kaffarah disebabkan mengganggu
(binatang di tempat suci) bagi setiap orang miskin dan kadar nafkah yang
sedang adalah antara keduanya. Sehingga aku tidak akan mengurangi dan
tidak akan melebihi dari ini.*® Konsep 1 mud, 1,5 mud, dan 2 mud tersebut

adalah kewajiban untuk seorang istri dalam satu hari satu malam.®’

F. Nafkah yang Ménjadi Hutang
Jumbir ulama berpendapat ‘bahwa nafkah menjadl hutang semenjak
suami tidak melaksanakannya atau tidak membenkannya Apabila nafkah ini
berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bisa
gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang
yang lainnya.5
Hutang nafkah juga tidak dianggap lunas karena meninggalnya suami atau

istri. Hutang itu juga tidak gugur karena adanya perceraian meskipun dengan

5 as-Syafi’i, Al-Umm, 96

8 Ibid

5 Tbrahim al-Bajuri, Hasiah, 357

88 Abii Zahrah, a/-Ahwal al-Syakhsiyah, 290
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khulu’ (talag tebus). Perempuan yang diceraikan berhak mutlak untuk menuntut
nafkah selama perkawinan, asal tidak dijadikan 7wad falaq atau khulu’. Nusyuz
yang terjadi kemudian juga tidak menggugurkan hutang nafkah, nusyuz hanya
menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri sejak istri
yang dicerai berbuat nusyiz%

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa nafkah ini tidak menjadi hutang™
hanya karena tidak memenuhinya setelah menjadi kewajiban. Akan tetapi
berubah menjadi hutang, jika hakim telah memutuskannya, atau suami istri
sepakat terhadap jumlah nafkah tertentu.”!

Dengan demikian, m’énurut mazhab Hanafi seorang wanita tidak berhak
meminta jatah nafkah untuk masa-masa yang telah lewat sebelum pengajuan

gugatan sampai pada bulan waktu pengajuan gugafan. Apabila nafkah ini

6 Al-Hamdany, Risalah Nikah,155-156 )

7 Para pengikut Imam Hanafi membagi hutang nafkah itu kepada tiga macam:”® Pertama:
Hutang nafkah yang mendapat persetujuan suami atau dengan keputusan hakim, dan pihak
istri melaksanakan hutang itu setelah mendapat persetujuan suami atau dengan persetujuan
pebgadilan. Hutang nafkah yang seperti ini adalah hutang yang kuat, karena itu merupakan
hutang suami hanya dapat dilunasi dengan pembayaran atau istri rela suaminya tidak
membayar bila nafkah itu dipinjam dari uang atau harta istri atau istri bersedia
membayarnya dengan uang atau barangnya sendiri. Kedua: Hutang nafkah yang telah
mendapat persetujuan suami atau dengan keputusan hakim, tetapi pihak istri melakukan
sendiri dalam melaksanakan hutang itu, tanpa setahu suami atau hakim. Hutang nafkah yang
seperti ini hanya dapat dilunasi dengan pembayaran oleh suami atau istri bersedia membayar
lebih dahulu dengan uang atau barangnya sendiri. Apabila istri nusyuz atau salah seorang
suami atau istri meninggal atau terjadi perceraian, maka hutang tersebut dianggap tidak
pernah ada dan harus dibayar oleh istri sendiri. Selama istri tidak nusyuz atau keduanya
masih hidup dan tidak bercerai, maka hutang tersebut tetap menjadi hutang suami. Ketiga:
Hutang nafkah yang dilakukan oleh pihak istri tanpa persetujuan suami atau keputusan
hakim. Hutang nafkah yang semacam ini adalah hutang yang lemah, karena itu suami hanya
wajib membayarnya selama sebulan. Lihat: Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam, 135

™! Zahrah, al-Ahwal, 290
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menjadi hutang, maka hutang ini bukanlah hutang yang mengikat kuat, yang
tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau pembebasan istri terhadap
suaminya dari nafkah tersebut. Akan tetapi, menurut mereka menjadi hutang
yang lemah yang bisa gugur dengan pelunasan dan pembebasan sebagaimana
juga bisa gugur jika terjadi talak, pembangkangan istri atau kematian.

Pendapat tiga mazhab sejalan dengan praktek Pengadilan Mesir sejak
adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1920 yang berbunyi :’*

Pasal I:

. Nafkah istri yang sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya walaupun hanya
secara formal dianggap sebagai hutang yang menjadi tanggung jawabnya, jika
suami enggan membayarkan nafkah yang menjadi kewajiban ini, padahal tidak
‘ada alasan baik oleh keputusan Pengadilan atau kerelaan kedua belah pihak. Dan
hutang suami dalam hal ini tidak dapat gugur kecuali dilunasi atau dibebaskan.

Pasal 2: , '

Istri yang telah dicerai tétapi masih berhak menerima natkah dari suaminya jika

tidak maka dianggap sebagai hutang terhadapnya, sebagaimana tersebut dalam

pasal ini terhitung sejak hari perceraian. :

Selanjutnya penjelasan pasal ini adalah sebagai berikut :"

1. Nafkah bagi istri atau perempuan yang dicerai atau dipandang sebagai
hutang dalam tanggungan suami kalauv tidak dibayarkan tidaklah
disyaratkan harus ada keputusan pengadilan atau kerelaan. Tetapi sudah
dianggap sebagai hutang terhitung sejak suami tidak membayarkan nafkah

yang menjadi kewajibannya itu.

72 Sabiq, Figh as-Sunnah, 545
7 Ibid, lihat juga Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah, 293
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2. Hutang nafkah termasuk salah satu hutang yang sah. Hutang tersebut tidak

gugur kecuall telah dilunasi atau dibebaskan.

Setelah lahirnya Undang-undang ini banyak kaum istri mengajukan
tuntutan tentang nafkah, sehingga terkumpul sekian banyak pada tanggungan
suami. Kemudian mereka menuntut suami untuk memberikan nafkah yang telah
dibekukan atau menjadi hutang, sehingga memberatkan suami untuk
membayarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut timbul gagasan untuk
meringankan beban suami dengan ditel.'bi't‘kannya Undang-undang Nomor 78
 tahun 1.931 Pasal 99 ayat 6 dengan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan

tertib Mahkamah Syar’ iyah yaﬁg berbunyi :

S ¢,J \4:,14, a,;u., i s el 2, ,.(u Lol 350 e 13l (3 :M 1l

Artinya :
“Gugatan nafkah lampau yang telah melewati tiga tahun Miladivah yang
dihitung sampai hari pengaduannya ke pengadilan, tidak dapat diterima”

Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan maksud daripada ayat
tersebut adalah sebagai berikut: “Adapun nafkah waktu yang lalu dapat

dipertimbangkan berdasarkan ketentuan khusus pengadilan bahwa tak dapat
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menerima gugatan yang telah melampaui waktu tiga tahun Miladiyah, yaitu
dihitung sampai dengan hari gugatan itu diajukan. Karena membolehkan secara
tidak terbatas menuntut nafkah yang dibekukan di masa-masa yang lalu sampai
dengan pengaduan ke pengadilan, boleh jadi menyangkut nafkah beberapa tahun
yang lalu dapat memberatkan orang yang wajib membayarnya. Dipandang adil
jika memberikan hak kepada penerima nafkah untuk menuntutnya sedikit demi
sedikit, asal tidak melebihi jangka waktu lebih dari tiga tahun. Bilamana lebih
dari tiga tahug maka tidak dapat diterima gugatannya.’

| Bat%ls tiga tahun dalam Undang-Undang ini tidak jelas apa hikmahnya dan
tjdak ada pula dalil yang mendasarinya. Tetapi tem’ﬁo tersebut dianggap waktu
yang lama di sémping akan memberatkan suami. Dalam Rancangan Undang-

-undang disebutkan :

° & 4

A e Al a e N L i 685 s U

Artinya : “Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tahun
tidak dapat diterima’.

G. Gugurnya Kewajiban Nafkah
Kewajiban nafkah atas suami bisa menjadi gugur disebabkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Membebaskan nafkah rmadiyah. Nafkah madiyvah bisa gugur dengan

dibebaskan atau dihibahkan. Pembebasan di sini berarti menggugurkan

™ Ibid, 24
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hutang yang wajib. Hanafiyah berpendapat bahwa tidak sah membebaskan
hutang atau menghibahkan nafkah mendatang. Sebab nafkah istri diwajibkan
seiring berjalannya waktu. Dengan demikian membebaskan nafkah
mendatang berarti menggugurkan suatu kewajiban yang belum nyata menjadi
kewajiban dan sebelum ada sebab yang mewajibkannya, yaitu hak itibas.

2. Nusyuz, yaitu istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami.
Nafkah menjadi gugur dengan nusyuznya istri, seperti tidak mau diajak
berhubungan suami istri.

3. Murtad, ‘apabilaAistri murtad maka gugurlah naﬂcahnya. Apabila istri kembali
Islam: maka nafkahnya akan kembali menurut Syafi’i dan Hambali.

. Perbedaan antara nusyuz dan murtad sebagai sebab gugurnya nafkah yaitu,
murtad menggugurkan nafkahnya kar«_ena kémurtad_annya sedangkan nusyuz
~gugur nafkahnya karena pembaﬁgkaﬁgan isfri, - tidak melaksanakan

kewajibannya dan tidak adanya tamkin.”

H. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Nafkah
Dasar hukum ketentuan nafkah telah diatur di dalam Al-Qur’an dan
Assunnah. Di Indonesia dalil-dalil nash tersebut telah disimpulkan di dalam
sebuah undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. Dalil-dalil nask
tersebut tidak menjadi patokan utama dalam merumuskan Kompilasi hukum

Islam. Tetapi menjadi salah satu sumber hukum dalam merumuskan kompilasi

5 Ibid, 7366



hukum Islam tersebut. kemudian menjadi hukum yang legal dan dapat
digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pengadilan agama di
Indonesia.”

Ketentuan tentang kewajiban suami istri dapat dilihat dalam Kompilasi
Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan
bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada
keduanya. Secara rinci tentang nafkah disebutkan dalam Pasal 77 dan 78 KHI :

Pasal 77:

(1) Suami Istri memikul kewajiban yang lubur untuk menegakkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sezzdz dasar dari susunan
masyarakat.

(2) Suami istri wajib saling mencintai, saling mengbo:matl setia dan memberi
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

(3) Suami istri wajib memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan Jasmam rohani, maupun
kecerdasan dan pendidikan agamanya.

(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.”

(3) Jika suami atau istri melalaikan kewaﬂbazmya madding-masing dapat -
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”

Pasal 78:
(1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.”

Pasal-pasal di atas menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah
tangga adalah nakhoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak
dan kewajiban begitu pula istri. Secara umum, hak nafkah adalah kewajiban

mutlak suami yang harus diberikan kepada istri baik sandang, pangan, ataupun

™ M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Grafika —
Jakarta, 2009), 30

"7 Kompilasi hukum Islam, bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, pasal 77

™ Ibid. pasal 78
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papan. Dalam arti lain, suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya
rumah tangga, semua keperluan istri dan anak dan berbagai keperluan lainnya.
Lalai tidak memberikan nafkah memberikan pengaruh hukum bagi keduanya.
Artinya, istri boleh menggugat suami untuk bercerai dan mengakhiri rumah
tangganya. Akan tetapi ukuran nafkah tergantung kepada kemampuan dan
kapasitas suami istri.”

Pasal 80 :

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh
Suami istri secara bersama.

(2) Suami wagjib melindungi istrinya dan meberikan segala sesuatu I(eper]uaa
hidup berumah tangga sesvai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib member pendidikan agama kepada istrinya dan member
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagz agama,
nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan pengahasilannya suami menanggung :@ a. nafkah, kiswah dan
tempat kediaman bagi istri; b. biya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya
pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewsjiban siami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan
b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewsjiban susmi sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri
nus

Pasal-pasal di atas jelas memperlihatkan bahwa kewajiban suami istri
telah ditentukan sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing.
Meskipun demikian suami adalah faktor utama dalam melaksanakan kewajiban

utamanya kepada keluarga. Sementara di pihak lain, istri pun mempunyai

™ Dedi supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islarm, 78
% K ompilasi Hukum Islam bab XII tentang kewajiban suami istri, pasal 80
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tanggung jawab besar yakni kesetiaannya kepada suami dalam melaksanakan
fungsi sebagai istri.

Selama istri tidak setia, maka kewajiban suami akan gugur, begitu pula
sebaliknya.®!

Pasal 81:

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya,
atau bekas istri yang masih dalam ‘iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama
dalam ikatan perkawinan atau dalam ‘iddah talqin atau ‘iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya
dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta

- kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuarinya
serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik
berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang
Iajnzzya.” '

Inti dari pasal-pasal di atas adalah bahwa hak nafkah atas suaﬁﬁ'adalah

bertanggung jawab penuh selama istri setia atau tidak »melakukan hal-hal -

yang dilarang agama dan tanpa izin suami.

3! Supriyadi, Perbandingan Hukum, 79
82 Kompilasi Hukum Islam, pasal 81



BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN Nomor:
0602/Pdt.G/2009/PA. Pas

A. Kompetensi Pengadilan Agama Pasuruan

Setiap Pengadilan Agama mempunyai kompetensi dalam menjalankan
tugas-tugasnya. Yaitu, kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi
relatif adalah wewenang pengadilan agama yang berkaitan wilayah hukum,
~ dalam hal ini meliputi satu kota maciya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan
tertentu ,sebagéi pengecualian, mungkin lebih atau inuﬁgkin kurang. .Sedangkan
kompetensi absolut adalah wewenang peﬂgadilan agama yang berkaitan dengan

jenis perkara.' |
-,Kompeténsi relatif disebut juga. dengan yurisdiksi relatif. Penentuan
kompétensi felatif bertujuan memberikan penjelasan kepada para pihak agar
fidak salah mengajukan gugatan atau permohonan yakni ke Pengadilan Agama
mana orang akan mengajukan perkaranya dan juga berhubungan dengan hak

eksepsi tergugat.”

! A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemurubhn ya Poljtik Hukum ( Hukum Islam, Hukum
Barat, Hukum Adat) dalam rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama
{{ingga Lahimya Peradilan Syariat Islam Aceh, (Jakarta: Kencana, 2006), 138

Tbid.
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Pengadilan Agama Pasuruan merupakan pengadilan tingkat pertama yang
berkedudukan di kota madya atau kabupaten dengan wilayah hukum yang
meliputi wilayah kota madya dan kabupaten.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu
Kabupaten dan Kota Pasuruan, Secara astronomi wilayah Kota Pasuruan
terletak pada 112°55’ Bujur Timur dan 7%40° Lintang Selatan, sedangkan
wilayah Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 112°30° Bujur Timur dan
7030’. Lintang Selatan.

Secara geografis, atau secara administratif wilayah . Kabupaten/Kota
Pasuruan berbatasan , sebagai berikut:

a. Sebelah Utara dengan Selat Madﬁra;

_b-. Sebelai1 Timur dengan Kabupaten Probolinggo;

c. Sebelaﬁ Selatan dengan Kabupaten Malang;

d. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;

Untuk memperlancar kinerja Pengadilan Agama Pasuruan dalam
mengerjakan tugas-tugasnya terdapat pembagian pekerjaan yang jelas, agar
segala pckerjaan dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien. Struktur
organisasi Pengadilan Agama Pasuruan terlampir di bagian akhir skripsi.

Kompetensi absolut juga disebut dengan yurisdiksi absolut. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal

24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan
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yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di
lingkungan peradilan umum, peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan militer.
Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan
kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat
pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Hal
ini diatur dalam UU pasal 49 ayat (1) UU Nomor. 7 Tahun 1989 dan
diperbaharui dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006 pasal (49) tentang tugas dan
wewenang Pgngadilan Agama di bidang;

1) Perkawinan

2) Waris

3) Wasiat

4) Hibah -

5) Wakaf -

6) Zakat

7) Infaq

8) Shadaqah, dan

9) Ekonomi Syariah.

Dengan penegasan kewenangan peradilan tersebut dimaksudkan untuk

memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang

perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum
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Mahkamah Syar’jyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah

berdasarkan ganun.

. Prosedur Penyelesaian Perkara Nomor : 0602/Pdt.G/2009/PA. Pas

Perkara nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas diajukan oleh Fatimah (bukan
nama sebenarnya) berumur 41 tahun, pekerjaan dagang, agama islam dan
bertempat tinggal di kota Pasuruan sebagai penggugat. Dalam perkara ini
Fatimah menggugat suami atas nama Mamat (bukan nama sebenarnya) berumur
47, peketjaan guru, agama islam dan bertempat tinggal di kota Pasuruan sebagai
tergugat.

Perkara tersebut diputus sesuai dengan prosedur pmgajum perkara:
Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama Pasuruan 'dengan
beberapa tuntutan dan alésan,» kemudian hakim melakukan -mediasi terlebih
'c_lahulu ;ebelum persidéngan .dilanjutkan, namun usaha hakim untuk
mendamaikan kedua bélah pihak tidak berhasil, oleh karena itu perkara tersebut
harus tetap dilanjutkan sehingga hakim harus mengabulkan beberapa tuntutan
dan menolak sebahagiannya. Hakim memutus perkara tersebut dengan
mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat
serta mempertimbangkan jawaban yang diajukan suami. Kemudian dibalas
dengan replik oleh penggugat tanpa duplik tergugat.

Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Gondang Wetan pada
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tanggal 09 Februari 1990. Setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah
tangga tersebut berlangsung rukun dan damai kurang lebih selama 12 tahun
hingga akhirnya dikaruniai 5 orang anak.

Sejak bulan Juni 2002 rumah tangga mulai tidak harmonis dan timbul
perselisihan antara suami dengan istri. Perselisihan timbul disebabkan istri
merasa suami mulai tidak jujur atas penghasilan yang didapatkan setiap bulan.
suami yang berprofesi sebagai PNS memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.300.00,-
setiap bulan hanya membeﬁkan Rp. 700.000,- kepada keluarganya. Uang sebesar
itu tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari anak -anak dan istriﬁya.

Perselisihan juga dipacu karena suami ketahuan selingkuh dengan orang
lain, setelah itu suami pergi meninggalkan keluarganya seléma 4 bulan. Karena
istri masih ingin mempertahahkanket.ltuhan rumah tangganya maka istri pergi
menjemput suaminya ke tempat kerjanya dan akhirnya rukun kembali.

Puncak perselisihan terjadi sebab suami mengambil pinjaman/kredit di
Bank Jatim sebesar Rp. 30.000.000,- tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri.
Setelah mengambil pinjaman tersebut suami (sebagai tergugat) pergi
meninggalkan keluarganya selama 2 tahun, tanpa memberikan nafkah kepada
anak-anak dan istrinya.

Setelah kejadian tersebut istri berusaha memberitahukan suaminya kepada
atasannya agar suami tidak melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi

keluarganya. Namun tidak membuahkan hasil. Setelah melaporkan kepada
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atasannya, istri juga mendapat informasi bahwa sekarang gaji suami sebagai PNS

sebesar Rp. 3000.000,-. Oleh sebab itu istri mengajukan gugatan agar

keluarganya dinafkahi minimal Rp. 2.000.000,- setiap bulan. Dengan alasan-

alasan tersebut istri mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.

2.

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat hutang uang
nafkah (madjyah) selama 2 tahun setiap bulannya minimal Rp. 750.000,- atau
sejumlah Rp. 18.000.000,-

Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat hutang uang
nafkah/biaya hidup 4 orang anak minimal.Rp 750.000,- setiap bulan atau.
sejumlah Rp. 18.000.000,-

Menghukufn tergugat untuk menibayar kepada penggugat,_ uang nafkah
penggugat untuk selanjutnya minimai Rp. -1000.000,- sampai adanya
keputusan yﬁng menghilangkan hak penggugat untuk mendapatkan uang
nafkah itu;

Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, uang nafkah 4
orang anak masing-masing, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- sampai

keempat anak tersebut dewasa atau minimal berusia 21 tahun;

3 Salinan putusan perkara nomor: 0602/Pdt. G/2009/PA.Pss, 3
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6. Memerintahkan bendahara gaji atau pejabat yang melakukan pembayaran
gaji kepada tergugat minimal sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan dan
selanjutnya menyerahkan kepada penggugat tanpa beban apapun juga

Kemudian tergugat memberikan jawaban atas gugatan. Sebahagian alasan
penggugat dibenarkan oleh tergugat, namun ada juga alasan yang tidak
dibenarkan.

Tergugat membenarkan bahwa ia telah beberapa kali meninggalkan
keluarganya, namun ia membawa seorang anak (amak pertama). Selain itu
tergugat juga beberapa kali menemui anak-anaknya dan memberikan uang tanpa
diketahui penggugat. Untuk menunjukkan tanggung jaWabnya sebagai orang tua.

Tuduhan penggugat tentang penghasilan tergugat juga dibantah, ba-hwa'
pada tahun 2002 gaji tergugat sebesar Rp. .1'.146.500‘,-. Pada tahun 2009 gaji
- tergugat sebesar Rp. 2.822.000,-. Namun yang dapat diteﬁma kurang dari yang
seharusnya didapatkan, karena harus dipotong-untuk melunasi cicilan pinjaman.
Dan semua sisa gaji tersebut diserahkan kepada penggugat.

Oleh sebab itu tergugat merasa keberatan dengan tuntutan yang diajukan
oleh penggugat. Tergugat merasa ia telah melakukan tugasnya sebagai kepala
rumah tangga untuk menafkahi keluarga sesuai kemampuannya. Tergugat juga
merasa bahwa penggugat telah membuat beberapa alasan yang tidak benar,

termasuk maslah penghasilan.
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Jawaban tergugat yang diajukan secara tertulis dijawab dengan replik
penggugat secara tertulis. Selain mengajukan replik tergugat menguatkan
gugatannya dengan mengajukan beberapa bukti dan 2 orang saksi. Bukti-bukti
tersebut tercatat sebagai bcrikut;4
a. Kutipan akta nikah
b. Kartu keluarga
c. Kutipan akta kelahiran anak pertama, ketiga, keempat dan kelima.

d. Strok gaji bulan Oktober 2009

Semua bukti yang diajukan penggugat terbukti benar, dan dapat dijadikan

baﬁan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Setelah replik penggugat

selesai diperiksa hakim, tergugat tidak mengajukan duplik sebagai jawaban.

C. Putusan dan Dasar Hukum Penetapan Perkara Nomor : 0602/Pdt.G/2009/PA.
Pas

Majelis hakim pengadilan agama Pasuruan mémeriksa perkara nomor:
0602/Pdt.G/2009/PA.Pas. dengan melihat fakta-fakta dan mendengar pengakuan
penggugat dan tergugat serta saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan yang
memberi pengakuan di bawah sumpah. Selain itu juga memperhatikan bukti-
bukti yang telah diajukan. Dan telah berusaha mendamaikan para pihak yang

beperkara.

4 Ibid, 16
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Berdasarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat serta replik penggugat dan
bukti-bukti yang diajukan penggugat dan keterangan dua orang saksi. Majelis
hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan.

Hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat masih belum bercerai
sampai diajukannya gugatan tersebut, pertimbangan tentang status pemikahan
para pihak berdasarkan bukti P.1 yaitu kutipan akta nikah nomor: 320/10/11/1990
tanggal 09-02-1990 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan
Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. perkawinan tersebut Bahwa penggugat dan
tergugat terbukti setelah menikah kedua belah pihak hidup rukun dalam rumah
tangga layaknya suami istri yang baik sehingga mempunyai empat anak. Hal
tersebut dapat dilihat bukti P.2 kartu keluarga nomor 357503.090906.0384, yang
-dikelu&km kantor kecamat_an Bugul.Kidul, kota Pasuruan t_ahggal 6 ‘-‘Xpril 2008 |
daﬂ bukti P.3, P4, P.5, P.6 yaitu kutipan akta kelahiran anak-anék pénggugat
dan tergugat.’ | '

Tergugat ditetapkan memiliki penghasilan tetap setiap bulan dan mampu
untuk menafkahi keluarganya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan
bahwa tergugat adalah sebagai pegawai negeri sipil sampai saat ini dan belum
pensiun yang memperoleh gaji tetap setiap bulan, dan diperkuat dengan bukti P.7

strok gaji tergugat bulan Oktober 2009 sejumlah Rp. 2.879.300,-.

5 Ibid, 19
¢ Ibid, 20
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Dalam perkara ini tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil penggugat
dan membantah sebahagian tuduhan yang tentang kelalaiannya. namun tergugat
setelah menyampaikan jawabannya tidak pernah hadir lagi, padahal telah berkali-
kali dipanggil secara patut dan sah agar hadir di dalam persidangan bahkan tidak
menguasakan kepada orang lain sebagai wakilnya sedangkan ketidak hadirannya
tersebut tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan
bantahannya. Sehingga bantahan tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan
kebenarannya.?_

Kebenaran t'éntang kelalaian suami menafkahi keluarganya diterima oleh
majelis hakim. Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan posita gugatan yang
menjelaskan .av;(al mula kehidupan_rumah tahggé.nya dengan tergugét betjal;m
rukun dan Vhan‘nonis; namun sejak tahun 2002 'tidakvdemikian, sering terjadi
perselisihan. Karena fergugat tidak menafkéhi keluarganya dengan patut,
padahal tergugat sanggup. Termasuk penggugat harus mencari tambahan untuk
membayar angsuran. Dalil tersebut telah dibantah oleh tergugat namun tergugat
tidak memperkuat bantahannya dengan bukti ataupun saksi, namun penggugat
telah memperkuat alasannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan
bahwa benar tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama dua

tahun.

7 ibid
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Dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sekarang mempunyai
gaji penghasilan tetap sebagai guru + Rp. 3.000.000,- schingga layak penggugat
mengajukan tuntutan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya minimal
sebesar Rp. 2.000.000,- walaupun tergugat keberatan atas alasan tersebut namun
tergugat tidak dapat membuktikan keberatannya tersebut. Sedangkan tergugat
telah memperkuat dalil gugatannya dengan bukti tertulis sebesar Rp. 2.879.300,-
dan telah terbukti bahwa tergugat telah memiliki penghasilan tetap. Maka
berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim berketetapan bahwa tergugat
harus dihukum untuk membayar uang nafkah lamipau kepada penggugat dengan
memperhatikan besaran g‘#ji tergugat, dan setelah disisihkan untuk membayar
angsuran sebesar Rp. 1.570.000,-. Maka berdasarkan kelayakan nafkah lampau
penggugat setiap bu_laﬁ yang harus. dibayar oleh térgugat kepada penggugat
sebesar Rp. 450.000,- x-12 bulan sehingga berjumlah Rp. 10.800.000,-;

Terhadap petitum norhor 3 tentang kelalaién tergugat memenuhi
kewajibannya. Telah dibantah oleh tergugat tetapi bantahan tersebut tidak dapat
dibuktikan sedangkan penggugat telah memperkuat alasannya. Walaupun
penggugat dapat membuktikan kebenaran gugatannnya. Hakim tidak dapat
menerima gugatan tersebut. karena yang dituntut penggugat adalah nafkah
lampau anak sedangkan nafkah lampau anak bukan litfamlik (tidak untuk
dimiliki dalam waktu yang lama) tetapi untuk /ilintifa’ (digunakan pada saat

dibutuhkan) maka tidak dapat dikategorikan hutang bagi tergugat.
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Selain nafkah lampau anak, hakim juga menolak gugatan tentang nafkah
untuk kebutuhan masa depan. Hakim menganggap Bahwa tuntutan tersebut
adalah prematur, sebab setatus penggugat dan tergugat masih belum bercerai dan
tidak mencantumkan gugatan cerai di dalam gugatannya.

Mengenai nafkah yang akan datang bagi keempat anak penggugat dan
tergugat dinyatakan sebagai kewajiban suami yang harus dipenuhi. Sebab
tergugat telah terbukti melalaikan kewajiban terhadap keempat anaknya selama
2 tahun. Untuk menghindari kelalaian tersebut terulang kembali hakim
. memutuskan agar suami menaﬂcahi anak-anaknya sebesar Rp. 800.000,- setiap

bulan sampai anak-anak tersebut mencapai dewasa.
| Bahwa tentang petifum nomor 6 yang menuntut agar bendahara Vgaji
tergugat memotong haji terguéat setiap bulan dis_erahkan kepada penggugat,
dalam hal ini tAernyata pej abat bendahara tersebut tidak dijadikan sebagai pihak
dalam perkara ini. Maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Sesuai pertimbangan hakim bahwa gugatan penggugatan sebagian telah
sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR dan pasal 77, 78, 79, 80, 81 Kompilasi
Hukum Islam (KHI, inpres nomor tahun 1991) jo peraturan pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang peradilan agama jo undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo
undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989. Dan sebagian gugatan tidak sesusah dengan ketentuan



59

hukum yang berlaku maka majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dan
selainnya tidak dapat diterima.®

Berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok
kekuasaan kehakiman jo undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
jo undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kompilasi
hukum islam serta peraturan hukum lainnya, pasal yang bersangkutan dengan
perkara ini. Maka hakim memutus hal-hal pokok yang menjadi hak penggugat
dan anak-anaknya.’

Majelis hakim mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat. Gugatan
tentang nafkah madiyah ;stri diterima. oleh majelis hakim dan ditetapkan sébesar
Rp 1.800.00,- begitu jﬁga déngan nafkah anak untuk selanjutnya hingga anak-
anak tersebut dewasa atau telah hidup mandiri, nafkah anak tersebut. ditetap
sebesar Rp 800.000,- setiap bulan.

Walaupun demikian majelis hakim menolak gugatan tentang nafkah
lampau anak sebab kewajiban tersebut dianggap telah gugur. Majelis hakim juga
menolak gugatan nafkah untuk kebutuhan yang akan datang bagi istri sebab

dianggap prematur.

¥ Ibid, 22
® Ibid, 23
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Melalui peraturan yang mengatur tentang hukum acara perdata dan
pertimbangan majelis hakim dibebankan kepada penggugat untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp. 491.000,-.

Putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 04 Nopember 2009 Masehi, oleh
majelis hakim pengadilan agama Pasuruan. yang dipimpin oleh Drs H. Nuruddin
SH, M.Hum. dan dibantu 2 orang hakim anggota Drs, Asmun dan Dra.

Muslimatul Umroh, dan panitera pengganti Drs, A. Dardiri.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PASURUAN NOMOR: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas tentang
GUGATAN ISTRI atas KELALAIAN SUAMI MENAFKAHI
KELUARGANYA di LUAR PERCERAIAN.

A. Analisis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas

Proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam putusan PA Pasuruan

nomor: 0602/Pdt.G/PA.Pas terdapat dalam unsur pefifum putusan yang

menjelaskén gugatan yang diajukan oleh -scorang wanita atas nama Fatimah

(nama samaran) kepada pria atas nama Mamat (nama samaran) dengan status
Asuami istri yahg sah tanpa memuat gugatan perceraian.

Gugatan nomor: O602/Pdt.G/PAtPas | berisi tentang kelalaian suami
"menafkahi keluarganya. Fatimah menggugat suMnya karena suami telah
melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi
keluarganya. Di dalam posita gugatan tersebut istri menjelaskan. Bahwa suami
telah meninggalkan istri dan empat orang anaknya selama 2 tahun tanpa
memberikan nafkah.

Ketentuan hukum Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah
kepada istri dan anak-anaknya. Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79
ayat 2 dan pasal 20 aYat 4 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut

menjelaskan bahwa suami di dalam rumah tangga memiliki kedudukan sebagai

61
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kepala keluarga. dan wajib memberikan makanan, pakaian tempat tinggal dan
obat-obatan kepada istri dan anak-anaknya.

Istri sebagai pihak penggugat mencantumkan permohonannya kepada
hakim. Terlampir di dalam petifum gugatan yaitu:

Pertama, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang
nafkah (madiyah) selama 2 tahun. Nafkah selama 2 tahun adalah nafkah yang
tidak dipenuhi oleh suami selama ia meninggalkan istrinya. nafkah tersebut
disebut dengan nafkah lampau (madiyah). Pada bab II telah dijelaskan bahwa
nafkah madiyah adalah v_naﬂcah yang menjadi hak istri untuk dimiliki dan akan
menjadi hutang jika tidak dipenuhi. |

* Menurut hukum Islam l‘lutang nafkah istri wajib hukumnya bagi suami
untuk membayar nafkah tersebut. hutang nafkah tidak akan dapat gugur
disebabkan kematian. Kecuali istri mérelakah hufang tefsebut tidak dibayar.
Oleh sebab itu sudah sepantasnya Fatimah menggugat hutang nafkah lampau
terhadap suaminya.

Kedua, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat hutang
uang nafkah biaya hidup 4 orang anak. Keempat anak tersebut adalah anak yang
diasuh oleh istri selama ditinggal suaminya. Namun nafkah anak tidak menjadi
hak untuk dimiliki oleh istri. oleh sebab itu nafkah anak tidak menjadi hutang

bagi suami.
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Dalam perspektif hukum Islam bahwa nafkah anak adalah /i/intifa’ (untuk
diambil manfaatnya). Nafkah /lilintafa’ hanya dapat digunakan ketika
dibutuhkan. Yaitu kewajiban orang tua (ayah) dalam menafkahi anak adalah
untuk memenuhi kebutuhan anak di waktu lampau Sedangkan kebutuhan
tersebut telah terpenuhi. Oleh sebab itu gugur kewajiban suami untuk menafkahi
anaknya.

Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah
penggugat untuk selanjutnya. Nafkah selanjutnya merupakan nafkah untuk
kebutuhan masa depan.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah untuk kebutuhan masa (iepan
adalah nafkah mut’ah. Sedangkan naﬂcah mut’ah dapat digugat jika pasangan
suami istri telah bercerai atau diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai.
Dalam bab II juga telah dijelaskan bahwa yang t'ermasﬁk hutang bagi suami dan
wajib untuk dibayar adalah nafkah lampau yang tidak terpenuhi hingga
diajukannya gugatan. Nafkah untuk masa depan dapat diajukan setelah bercerai
atau bersamaan dengan gugatan cerai.

Keempat, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang
nafkah 4 orang anak. Nafkah tersebut untuk keperluan masa depan anak hingga
dewasa. Gugatan nafkah anak bertujuan menghindari kelalaian suami yang telah
terbukti melalaikan kewajibannya untuk menafkahi empat orang anaknya selama

2 tahun. Namun nafkah tersebut tidak untuk dimiliki oleh istri.
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Beberapa keterangan istri disanggah oleh suami melalui jawabannya
sebagai tergugat. Yaitu mengenai penghasilan pada tahun 2002 sebesar Rp.
1.300.000,- dan penghasilan terakhir tahun 2009 sebesar Rp. 3.000.000,-. Dalam
keterangan tergugat penghasilan tahun 2002 hanya sebesar Rp. 1.146.500,- dan
penghasilan terakhir tahun 2009 sebesar 2Rp. 2.822.000,-.

Mengenai jawaban tersebut. Tergugat hanya memberikan sanggahan tanpa
memberikan alat bukti atau saksi. Sedangkan penggugat mampu memberikan
alat bukti berupa bukti penerimaan gaji. suami dan 2 orang saksi, untuk
membukti kebenaran lasan tersebut. Oleh sebab itu keterangan yang. dapat
. dipercaya adalah keterangan pgnggugat.

Selain sanggéhan. tentang penghasilan, térgugat juga menyebutkan bahwa
ia 'pemah' menjatuhkan talak sampai tiga kali kepada tergugat. Namun talak
| tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan hakim. Dan tidak.adé bukti yang dapat
membuktikan bahwa mereka telah sah bercerai.

Salah satu syarat untuk mendapatkan nafkah bagi seorang wanita adalah
istri yang sah terhadap suaminya. Pada keterangan tergugat bahwa ia telah
menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya. di dalam hukum Islam talak yang
dijatuhkan dengan sengaja atau tidak tetap akan sah talaknya dan suami istri
tersebut telah bercerai. Namun di Indonesia setatus perceraian yang sah hanya

dapat dibuktikan dengan akta cerai termasuk di pengadilan agama. Oleh sebab
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itu hakim menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masih sebagai pasangan

suami istri yang sah.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutus
Perkara Nomor 0602/Pdt.G/2009/PA .Pas

Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4
bahwa suami, sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan
tempat kediaman bagi istri. Bfaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya
pehgobatan Bagi istri dan anak. Dan biaya pendidikan -bagi anak'. | |

Jika suami melalaikan kewajiban ﬂalam menafkahi keluarganya. maka iétri
boleh-mengajukan gugatan kepada pcngadilan ‘agama. Salah satu ‘kasus dalam
pefkara ini adalah perkara nomor : 0602/Pdt.G/2009/PA Pas. Dalam mem'utuskat'l
pefmasalahan ini, berdasarkan dalil-dalil penggugat dan tergugatv serta replik
penggugat dan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan keterangan dua orang
saksi. Hakim menemukan fakta-fakta hukum.

Fakta yang pertama menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat telah
terikat sebagai suami istri yang sah sampai diajukan perkara ini belum bercerai.
Penggugat dan tergugat terbukti setelah nikah telah hidup rukun dalam rumah
tangga layaknya suami istri yang baik sehingga mempunyai empat anak. Hal

tersebut dapat dilihat bukti P.2 kartu keluarga nomor 357503.090906.0384, yang

! Kompilasi Hukum Islam, bagian ketiga tentang kewajiban suami, pasal 80 ayat 4
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dikeluarkan kantor kecamatan Bugul Kidul, kota Pasuruan tanggal 6 April 2008
dan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 yaitu kutipan akta kelahiran anak-anak penggugat
dan tergugat.

Bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh hakim tentang perkawinan yang
sah dan belum bercerai adalah bukti nyata berupa akta nikah., Sedangkan suami
mencantumkén di dalam jawabannya bahwa ia telah menjatuhkan talak tiga
kepada istrinya. tetapi keterangan tergugat tidak didukung dengan akta cerai.
Sedangkan status cerai dapat dibuktikan hanya dengan akta cerai. oleh sebab itu
pertimbangan hakim tentang status pernikahan‘telah seusai.

Dalil pehggugat yang menyatakan bahwg tergugat sekarang mempunyai
gaji penghasilan tetap sebagai guru' + Rp. 3.000.000,- sehingga. layak penggugat
mengajukan t.untutan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya minimal
sebesar Rp. 2.000.000,- walaupun tergugat keberatan atas alasan tersebut namun
tergugat tidak dapat membuktikan keberatannya tersebut. Sedangkan tergugat
telah memperkuat dalil gugatannya dengan bukti tertulis sebesar Rp. 2.879.300,-
dan telah terbukti bahwa tergugat telah memiliki penghasilan tetap. Maka
berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim berketetapan bahwa tergugat
harus dihukum untuk membayar uang nafkah lampau kepada penggugat dengan
memperhatikan besaran gaji tergugat, dan setelah disisihkan untuk membayar

angsuran sebesar Rp. 1.570.000,-. Maka berdasarkan kelayakan nafkah lampau
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penggugat setiap bulan. Kewajiban tergugat membayar kepada penggugat
sebesar Rp. 450.000,- x 12 bulan sehingga berjumlah Rp. 10.800.000,-.

Jumlah hutang nafkah yang ditetapkan oleh hakim disesuaikan dengan
kemampuan suami menafkahi istrinya. namun hakim menefapkan hutang yang
harus dibayar hanya selama 1 tahun, sedangkan tuntutan istri adalah selama 2
tahun. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang batasan waktu
nafkah hutang yang dapat digugat. Yaitu, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Namun
pendapat yang paling kuat dan paling sering diterapkan di dalam peradilan Islam
adalah 1 tahun. |

pada petitum nomor 3, bahwa tergugat telah lalai. memenuhi kewajibannya
menafkahi 4 orang anaknya. Telah dibantah oleh tergugat tetapi ’bantahan
tersebut tidak dapat. dibuktikan sedangkan penggugat telah memperkuat
alasannya. Namun karena yang dituntut penggugat adalah nafkah lampau anak
sedangkan nafkah lampau anak bukan /ittamlik (tidak untuk dimiliki dalam
waktu yang lama) tetapi untuk /ilintifa’ (digunakan pada saat dibutuhkan) maka
tidak dapat dikategorikan hutang bagi tergugat. Oleh karena itu gugatan
penggugat tentang nafkah lampau anak tidak dapat diterima.

Dalam bab II telah dijelaskan bahwa nafkah yang menjadi hak bagi seorang
istri adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun dari nafkah tersebut
ada yang menjadi hak untuk dimiliki dan yang menjadi hak untuk diambil

manfaatnya tanpa dimiliki. Hukum Islam menentukan nafkah yang menjadi hak
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istri adalah makanan dan pakaian. Sedangkan tempat tinggal adalah untuk
diambil manfaatnya. Nafkah anak tidak termasuk ke dalam nafkah yang harus
dimiliki oleh istri.

Terhadap petitum nomor 4 oleh penggugat didalilkan. Bahwa tergugat
layak menuntut uang nafkah untuk kebutuhan masa depan. Dalam hal ini majelis
hakim menilai bahwa tuntutan tersebut adalah prematur karena penggugat dan
tergugat belum bercerai. sedangkan penggugat tidak menyertakan gugatan cerai.
Maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima.

dalam hukum Islam nafkah yang dapat digugat adalah nafkah lampau.
nafkah tersebut dapat diajukém ke dalam tuntutan kepada hakim. Dan hakim
akan mempertimbangkan nafkah untuk masa depah tersebut harus dipenuhi at;u
tidak. Akan tetapi nafkah te-rsebut dapat diterima jika status penggugat telah
- bercerai. Oleh sebab itu hakim berhak menyatakan tuntutan tersebut adalah
‘prematur.

Selama suami meninggalkan keluarganya, ia telah melalaikan
kewajibannya untuk menafkahi 4 orang anaknya. Oleh sebab itu nafkah anak
untuk yang akan datang juga dicantum di dalam petitum penggugat. ternyata
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa tergugat telah
melalaikan kewajibannya terhadap keempat anaknya selama dua tahun. Maka
untuk menghindari kelalaian tersebut terulang kembali maka sesuai sisa gaji

tergugat selayaknya nafkah yang akan datang bagi keempat anak yang harus
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dibayar oleh tergugat minimal sebesar Rp. 800.000,- setiap bulan sampai anak-
anak tersebut mencapai dewasa.

Ketentuan hakim tersebut berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
Bahwa suami wajib menafkahi anak-anaknya. Oleh sebab itu agar suami tidak
melalaikan kewajibannya maka hakim memutuskan agar suami membayar
nafkah anak setiap bulan.

Beberapa gugatan istri dapat diterima oleh hakim dan sebahagian ditolak.
Dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim sudah disesuaikan dengan
dasar hukum yang telah dicantumkan, terutama dengan Kompilasi Hukum Islam.
Kompilasi Hukum Islam digunakan sébagai landasan pengadilan agama dalam
memutus perkara-perkara tentang perkawinan.

Dalam perkara ini istri menggﬁgat suami nafkah lampau selama 2 tahun
kepada suami. Nafkah lampau tersebﬁt menjadi hutang bagi suami dan wajib
untuk dilunasi. hakim memutuskan agar suami membayar nafkah lampau sebesar
Kemampuan suami untuk membayar hutang tersebut adalah sebesar Rp.
450.000,- setiap bulan x12 bulan, sehingga berjumlah Rp. 10.800.000,-.
Keputusan hakim tersebut berdasarkan kemampuan suami yang Hanya mampu
membayar selama 12 bulan.

Beberapa gugatan istri dapat diterima oleh hakim dan sebahagian ditolak.
Dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim sudah disesuaikan dengan

dasar hukum yang telah dicantumkan, terutama dengan Kompilasi Hukum Islam.
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Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai landasan pengadilan agama dalam
memutus perkara-perkara tentang perkawinan.

Perkara nafkah dapat diambil dalilnya dari Kompilasi Hukum Islam bab
XII. Tentang kewajiban suami istri. yang terdiri dari 8 pasal, namun yang
berkaitan dengan perkara ini hanya 6 pasal saja.
. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara nomor 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas
tentang kelalaian suami menafkahi keluarganya di luar perceraian

Nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan l{eluargav
dalam hal ﬁakmm, tempat tinggal, obatéobatan dén pembantu jika suami kaya.
Meﬁbm makan berarti memberikan bahan makanan dan peralatan untilk
memasak. Menyediakan tempat tinggal berarti menyediakan tempat tinggal yang
layak untuk tempat berlindung, tempat 1st1rahat dan tempat berkumpul bersama
keluarga. memberikan obat-obatan berani, ketika anak atau istri sedang sakit,
suami wajib membawanya ke dokter jika suami sanggup, atau ke puskesmas, dan
jika hanya sakit biasa dapat membelikan obat yang tersedia dalam kemasan.

Suami wajib menafkahi istri sejak seorang pria dan wanita telah sah
menjadi pasangan suami istri. Baik istri sudah dicampuri maupun belum. Dalam
perkara ini penggugat telah sah menjadi istri tergugat. Bahkan telah dikaruniai 5
orang anak. Maka istri dan 5 orang anak telah berhak untuk mendapatkan nafkah

dari suami atau ayah sesuai dengan kemampuannya.
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Dalam perkara ini, pada awalnya suami telah memenuhi kewajibannya
untuk menafkahi keluarganya dengan memberikan makanan, tempat tinggal, dan
memberikan pengobatan, bahkan memberikan fasilitas tambahan, seperti sepeda
motor, mobil. Namun beberapa tahun terakhir sebelum gugatan ini diajukan.
suami telah lalai memenuhi nafkah keluarganya dengan meninggalkan rumah
selama 2 tahun tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai .
dengan kemampuannya.

Kelalaian suami tersebut diajukan Qleh istri kepada pengadilan agama
Pasuruan. sesuai pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam. “ jika suami atau istri
telah melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan
kepada pengadilan agama™. Oleh sebab itu langkah yang diambil oleh istri sudah
tepat. Dengan mengajukan gugatan kelalaian‘ suami r;1enafkahj keluarga kepada
pengadilan agama Pasuruan, tanpa-mencantumkan gugétan cerai.

Nafkah yang digugat adalah nafkah lampau istri yang sudah menjadi
haknya untuk dimiliki (/itfamlik). Nafkah littamlik akan menjadi hutang bagi
suami jika suami tidak memenuhinya. Hutang yang harus dibayar suami adalah
nafkah yang telah dilalaikan selama dua tahun. Karena ia telah meninggalkan

istrinya selama dua tahun.

? Kompilasi Hukum Islam, bab X, tentang kewajiban suami istri, pasal 77.
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Hutang nafkah lampau tersebut tidak akan gugur disebabkan kematian.
Nafkah tersebut hanya dapat gugur jika telah dibayar atau istri merelakannya.’
Atau suami dapat membuktikan kepada hakim bahwa istri telah melakukan hal-
hal yang dapat menggugurkan kewajibannya untuk menafkahi istrinya, yaitu:
karena istri nusuz atau murtad. Sedangkan pada perkara ini istri tidak melakukan
hal-hal yang dapat menggugurkan hutang nafkah tersebut. Oleh sebab itu
gugatan istri dapat dibenarkan, dan ketetapan hakim menghukum tergugat untuk
membayar hutang nafkah madiyah sudah sesuai dengan hukum Islam. Bahwa
jika suami telah lalai menafkahi keluarganya maka kelalaian suami menafkahi
istrinya selama 2 tahun telah menjadi hutang bagi suami.

Istri juga meminta hakim menghukum tergugat untuk membayar kepada
vpenggugat uang nafkah 4 o‘rang anak. Kewajiban{ ymg-h@s dibayar adalah
- nafkah empat orang anak hingga mereka dewasa. Keempat anak tersebut adalah

anak-anak yang diasuh oleh istri. Sedang anak pertama dari lima orang anak
telah ditanggung nafkahnya oleh tergugat.

Kewajiban suami untuk menafkahi keempat orang anaknya telah ia
lalaikan. Sedangkan tergugat masih berstatus suami sah bagi istri. Maka hakim
memutus agar suami membayar hutang nafkah 4 orang anak tersebut kepada
istri. agar istri dapat menghidupi anaknya dari uang nafkah yang diberi suami.

Sesuai dengan kemampuan suami yang berpenghasilan sebesar Rp. 2.879.300,-

* Sayyid sabiq. Figh Assunnah. h, 545
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maka hakim memutus agar suami membayar uang nafkah kepada anak-anaknya
sebesar Rp. 800.000,- setiap bulannya.

Gugatan istri tentang nafkah lampau dan nafkah anak di atas adalah
gugatan yang dikabulkan oleh hakim. Sedangkan penggugat mencantumkan
beberapa gugatan yang tidak dikabulkan oleh hakim. Yaitu gugatan nafkah
lampau anak dan gugatan nafkah yang akan datang untuk istri.

Nafkah lampau anak adalah nafkah anak yang ditanggung oleh istri selama
ditinggal suaminya. Pada dasarnya suami wajib menafkahi anaknya. namun
nafkah _anak tersebut termasuk nafkah /i/ intifa* artinya kewajiban orang tua /
ayaﬁ untuk membayar nafkah madiyah (yang lampau) anak adalah untuk
memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan nafkah yang lampau itu telah
tcrpen_uhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah m.idtjyab_ anak itu. |

Dalil yang menyatakan nafkah madiyah anak tidak dapat digugat adalah
pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab A/ Figh Al Islamy Wa Adillatuhu Juz

VII.

s 08,0, 22

gt Uy a3 2 e oW iy o\ S A0 4 i,

Artinya : “Menurut Fugaha’, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya

masa, karena bukan pemilikan / littamlik dan bukan merupakan utang”
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Oleh karenanya nafkah anak yang telah lampau tidak dapat digugat,
sehingga gugatan dimaksud harus ditolak.

Nafkah yang akan datang untuk istri adalah nafkah yang harus dipenuhi
suami untuk dibayarkan kepada istri setelah dijatuhkan putusan tersebut.
Gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim, karena gugatan nafkah yang akan
datang adalah prematur sedangkan setatus pehggugat dan tergugat masih sah
sebagai suami istri.

Keputusan hakim mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan menolak
sebagian lagi,_sudah dipertimbangkan déngan dasar hukum yang diambil dari
hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dan hukum yahg
mengatur tentang kekuasaan pengadilan agama dalam mengani perkara hak dan
kewajiban suanﬁ istri. |
| Istri inengajukan gugatan nafkah kepada pengadilan- agama dengan status
tidak bercerai dan tidak mengajukan gugatan éerai. Di dalam posita penggugat
mencantumkan bahwa ia masih ingin mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, oleh sebab itu penggugat menginginkan dengan gugatan tersebut
suami memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Sesuai dengan amanat KHI pada pasal 77 ayat 4. “ suami istri wajib
memelihara kehormatannya™. Keutuhan rumah tangga termasuk kehormatan

bagi pasangan suami istri. untuk mempertahankan keutuhan tersebut tidaklah hal

4 Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami istri, pasal 77 ayat 4
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yang mudah, perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat
menimbulkan perceraian, termasuk masalah nafkah, biasanya gugatan nafkah

dicantumkan sekaligus mencantumkan gugatan cerai.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan di atas sebagai hasil penyusunan skripsi. Dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pro;edur pquara nomor: 0602/Pdt.G/ 2009/PA,Pa§ dilakukan sesuai
dengan prosedur penyélesaian perkara yang sudah di tetapkan. balam
gugatan tersebut penggugat meminta agar hakim menghukum tergugat
atas kelalaiannya mcnafkaﬁi keluarganya dengan tuntutan nafkah lampau
istri, nafkah lampau 'aﬁak, naﬂcah untuk kebutuhan yang akan datax_lg dan
nafkah anak untuk selanjutnya hingga anak-anak tersebut dewasa.

2. Dengan mempertimbangkan kemampuan tergugat dan alasan-alasan yang
diajukan oleh penggugat maka hakim memutuskan menerima sebagian
tuntutan dan menolak sebagian lagi. Gugatan yang diterima adalah nafkah
lampau istri dan nafkah anak untuk selanjutnya, sedangkan gugatan yang
tidak diterima adalah nafkah lampau anak dan nafkah untuk kebutuhan

istri yang akan datang,.
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3. Sesuai dengan hukum Islam bahwa nafkah madiyah istri adalah kewajiban
suami dan akan menjadi hutang jika tidak dipenuhi, hutang tersebut tidak
dapat gugur kecuali dengan membayarnya atau kerelaan dari pihak istri.
nafkah lampau anak adalah /ilintifa’ (tidak untuk dimiliki). Nafkah istri
untuk kebutuhan masa depan didapat digugat jika suami istri telah
bercerai. Nafkah anak untuk selanjutnya merupakan kewajiban suami.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan adapun saran konstruktif yang
akan disampaikali kepada‘para hakim agar lebih dan bijaksana dalam mengambil
dasar, pertimbangan hukum “untuk menghasilkan keputusan yang adil dan

memuaskan pihak beperkara.
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